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ABSTRAK 
 
KETTY JANUARY RETINA. D1516058. ”PROSEDUR PENGOLAHAN 
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN DI SEKSI PELAYANAN KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR”. Laporan Tugas Akhir. 
Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019. 100 halaman. 
KPP Pratama Karanganyar merupakan sebuah instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab langsung kepada DJP Jawa Tengah 
II yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan 
penegakan mengenai pajak. Salah satu bidang pelayanan pajak adalah pengolahan 
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) di Seksi Pelayanan. Pengolahan 
SPT Tahunan di Seksi Pelayanan mengacu pada Standar Operasional Procedure 
(SOP) dari DJP Pusat, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat 
Pemberitahuan Tahunan. Prosedur pengolahan SPT Tahunan adalah rangkaian 
tahapan dari kegiatan yang meliputi: penerimaan, pengolahan lanjutan dan 
pengarsipan. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui prosedur 
pengolahan SPT Tahunan di Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar. 
Jenis pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan aktif, yaitu 
mengamati dengan indera mata serta turut aktif dalam kegiatan guna mendapatkan 
data yang berkaitan dengan topik prosedur pengolahan SPT Tahunan yang 
disampaikan secara manual oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Karanganyar. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil pengamatan di Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar, 
prosedur pengolahan SPT Tahunan di Seksi Pelayanan telah sesuai dan mengacu 
pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 Tentang 
Petunjuk Teknis Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan 
yang meliputi penerimaan SPT Tahunan oleh satgas dan subbagian umum, 
penelitian SPT Tahunan oleh satgas, perekaman SPT Tahunan oleh satgas, 
pengolahan lanjutan SPT Tahunan oleh pelaksana seksi pelayanan, dan 
pengarsipan SPT Tahunan oleh petugas arsip seksi pelayanan.  
 
Kata kunci: Prosedur, Pengolahan, SPT Tahunan, Seksi Pelayanan. 
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MOTTO 
 
”Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa 
batas” 
(Alqur’an 39:10) 
 
”Mimpi saya adalah melihat papa mama saya duduk manis di rumah menikmati 
masa tua dengan berkumpul bersama anak cucunya, bebas dari hutang, serta 
bahagia terpenuhi segala kebutuhan dan keinginannya oleh saya” 
(Ketty J R) 
 
”Lepaskan yang membuatmu tidak pandai bersyukur dan yang tidak mensyukuri 
adanya kamu di hidupnya” 
(Boy Candra) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini, ada 5 
(lima) jenis pajak di Indonesia, yaitu 1) Pajak Penghasilan, 2) Pajak 
Pertambahan Nilai, 3) Pajak Bumi dan Bangunan, 4) Bea Materai, dan 5) Bea 
Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan. 
Pemungutan Pajak di Indonesia mengacu pada sistem self-assessment. 
Sistem self assessment adalah sistem pemugutan pajak yang memberi 
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya 
pajak yang harus dibayar. Konsekuensi sistem self assessment, setiap Wajib 
Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor 
Pelayanan Pajak. Lebih lanjut, setiap Wajib Pajak wajib menghitung sendiri, 
melaporkan dan selanjutnya membayar pajak yang terutang sesuai dengan 
ketetuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Dalam melakukan pelaporan pajak, Direktorat Jenderal Pajak 
menyediakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterbitkan di website 
resmi pajak, dan tempat-tempat pelayanan pajak di seluruh Indonesia. 
Pada awal mula berdiri KPP Pratama Karanganyar menggunakan SOP 
(Standar Operating Procedure) pengolahan SPT Tahunan di KPP Pratama 
Karanganyar yang berada dibawah tanggung jawab KPP Surakarta. Hal 
tersebut dikarenakan KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari 
KPP Pratama Surakarta. Namun sekarang, SOP itu telah berubah dan 
menjadikan KPP Pratama Karanganyar berdiri sendiri tanpa dibawahi oleh 
KPP Pratama Surakarta, yaitu pengolahan SPT Tahunan di KPP Pratama  
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Karanganyar tidak perlu diupload di website KPP Pratama Surakarta 
melainkan dapat diuplod langsung ke website Direktorat Jenderal Pajak pusat.  
Berikut salah satu bukti, yaitu Rekapitulasi jumlah Wajib Pajak yang 
telah melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Karanganyar. 
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah WP Tahun Pajak 2014-2018 
 
Sumber : Subbagian Umum 
 
Adanya perubahan prosedur SOP mengenai pengolahan SPT Tahunan 
yang berlaku di KPP Pratama Karanganyar serta data rekapitulasi jumlah WP 
tahun 2014-2018, mendorong penulis untuk mengangkat topik mengenai 
Prosedur Pengolahan SPT Tahunan. Dikarenakan penulis hanya ditempatkan 
di seksi pelayanan, oleh sebab itu penulis mengambil judul “Prosedur 
Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Di Seksi Pelayanan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar”. 
 
B. Rumusan Masalah 
“Bagaimana Prosedur Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan di Seksi 
Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar ?” 
 
 
 
 
Tahun 
Pajak 
WP Terdaftar Lapor SPT Tahunan Manual 
Orang 
Pribadi 
Badan 
Orang 
Pribadi 
Badan 
2014 142.826 7.141 57.701 2.609 
2015 162.043 9.047 66.298 2.997 
2016 178.029 11.483 68.652 4.044 
2017 191.647 12.376 69.523 4.139 
2018 209.161 13.225   
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C. Tujuan Pengamatan 
1. Tujuan Operasional 
Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengolahan SPT 
Tahunan di Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar. 
2. Tujuan Fungsional 
Pengamatan ini bertujuan agar hasilnya dapat menambah wawasan bagi 
pembaca, sedangkan untuk KPP Pratama Karanganyar sebagai bahan 
masukan dalam prosedur pengolahan SPT Tahunan di Seksi Pelayanan 
yang semakin optimal. 
3. Tujuan Individual 
qPengamatan ini dilaksanakan untuk memenuhi syarat dalam 
memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen 
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Pengamatan 
Penulis mengharapkan laporan pengamatan ini dapat memberikan 
masukan bagi lembaga yang bersangkutan untuk melakukan perubahan 
dan/atau perbaikan sesuai dengan hasil temuan. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA dan METODE PENGAMATAN 
 
A. TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Prosedur 
Berikut penjelasan dan pemahaman mengenai prosedur. 
a. Pengertian Prosedur 
Menurut KBBI, prosedur adalah sebuah kata benda yang memiliki 
2 (dua) arti, yaitu 1] tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, 
2] metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu 
masalah. 
 
MC Maryati (2008:43) mendefinisikan pengertian prosedur sebagai 
berikut. 
“Prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan atau urut-
urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan.” 
 
Koontz dan Weihrich (dalam Nuraida 2013:43), mendefinisikan 
pengertian prosedur sebagai berikut. 
“Prosedur merupakan bagian dari rencana kantor. Jenis-jenis 
rencana meliputi misi, tujuan strategi, kebijaksanaan, 
prosedur, peraturan, program, dan anggaran. Prosedur terdiri 
atas rangkaian peraturan yang harus diikuti untuk mencapai 
tujuan tertentu, akan tetapi peraturan belum tentu merupakan 
bagian dari prosedur.” 
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Moekijat (dalam Nuraida 2013:43), mengemukakan prosedur 
sebagai berikut. 
“Prosedur perkantoran atau sistem perkantoran adalah urutan 
langkah-langkah (atau pelaksanaan pekerjaan) melakukan 
suatu pekerjaan; berhubungan dengan apa yang dilakukan, 
bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana 
melakukannya, dan siapa yang melakukannnya.” 
 
Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
prosedur adalah rangkaian tahapan dari suatu aktivitas yang dibutuhkan, 
dilakukan dan digunakan secara berulang sebagai pedoman dalam 
rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 
 
b. Manfaat Prosedur 
Prosedur kerja penting bagi pihak-pihak yang berada di dalam 
suatu organisasi karena digunakan sebagai alat pengendali semua 
kegiatan untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Berikut 
manfaat prosedur kerja menurut MC Maryati (2008: 43). 
1) Prosedur kerja membuat pekerjaan dapat dilaksanakan lebih lancar, 
sehingga penyelesaian waktu pekerjaan lebih cepat. 
2) Prosedur kerja memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan 
bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. 
3) Prosedur kerja menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan 
bagian lain. 
 
Menurut Ida Nuraida (2014: 44-46), mengatakan bahwa prosedur 
tertulis sangat bermanfaat bagi tingkat manajerial maupun non 
manajerial dalam melaksanakan fungsi manajemen pada setiap 
bagian/divisi. Berikut manfaat prosedur tertulis menurut Ida Nuraida. 
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1) Planning-Controlling 
a) Mempermudah dalam pencapaian tujuan. 
b) Merencanakan secara seksama mengenai besarnya beban kerja 
yang optimal bagi masing-masing pegawai. 
c) Menghindari pemborosan atau memudahkan penghematan 
biaya. 
d) Mempermudah pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal 
yang seharusnya dilakukan dan yang sudah dilakukan, menilai 
apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur 
atau tidak. Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan 
prosedur maka perlu diketahui penyebabnya. Hal ini dilakukan 
sebagai bahan masukan dalam tindakan koreksi terhadap 
pelaksanaan atau revisi terhadap prosedur. Dengan adanya 
prosedur yang telah dibakukan maka dapat disampaikan proses 
umpan balik yang konstruktif. 
 
2) Organizing 
a) Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh 
bawahan mengenai hal-hal berikut. 
 Bagaimana tanggung jawab setiap prosedur pada 
masing-masing bagian/divisi, terutama pada saat 
pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bagian-
bagian lain, misalnya, bagian/divisi yang terlibat dalam 
inventarisasi barang-barang kantor suatu perusahaan 
adalah bagian sarana dan prasarana serta bagian 
keuangan. 
 Bagaimana proses penyelesaian suatu pekerjaan. 
b) Dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan 
kantor serta dokumen kantor yang diperlukan. 
c) Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih baik dan 
lebih lancar serta menciptakan konsistensi kerja. 
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3) Staffing – Leading 
a) Membantu atasan dalam memberikan training atau dasar-dasar 
instruksi kerja bagi pegawai baru dan pegawai lama. Prosedur 
mempermudah orientasi bagi pegawai baru. Sedangkan bagi 
pegawai lama, training juga diperlukan apabila pegawai lama 
harus menyesuaikan diri dengan metode dan teknologi yang 
baru, atau mendapat tugas baru yang masih asing sama sekali. 
Dengan demikian pegawai akan terbiasa dengan prosedur-
prosedur yang baku dalam suatu pekerjaan rutin di kantor yang 
berisi tentang cara kerja dan kaitannya dengan tugas lain. 
b) Atasan perlu mengadakan counselling bagi bawahan yang 
bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Penyebab 
ketidaksesuaian harus diketahui dan atasan dapat memberikan 
pengarahan yang dapat memotivasi pegawai agar mau 
memberikan kontribusi yang maksimal bagi kantor. 
c) Mempermudah pemberian penilaian terhadap bawahan. 
 
4) Coordinating 
a) Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen 
dan antardepartemen. 
b) Menetapkan dan membedakan antara prosedur-prosedur rutin 
dan prosedur-prosedur independen. 
 
Dari penjelasan manfaat prosedur di atas, penulis menyimpulkan 
bahwa manfaat prosedur yang paling mendekati dengan apa yang 
didapatkan oleh pegawai di Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar 
adalah manfaat Planning-Controlling dari pendapat Ida Nuraida 
(2014:44), karena dengan adanya prosedur yang jelas, mulai dari 
perencanaan pembagian petugas SPT Tahunan, sampai dengan 
pengawasan oleh Kasi Pelayanan serta evaluasi terhadap pekerjaan 
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yang tidak sesuai dalam kegiatan pengolahan SPT Tahunan menjadikan 
pengolahan SPT Tahunan menjadi efektif dan efisien. 
 
c. Prinsip Prosedur 
Suatu prosedur kerja tidak semata-mata hanya dilakukan dengan 
ala kadarnya melainkan ada hal-hal yang menjadi pokok dasar berpikir 
dan bertindak bagi pekerja dalam suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan 
tersebut dapat dikatakan telah sesuai atau tidak dengan prosedur kerja 
yang ditetapkan di perusahaannya. Berikut prinsip prosedur kerja 
menurut MC Maryati (2008: 43). 
1) Berprinsip sederhana, tidak terlalu rumit, dan tidak berbelit-belit. 
2) Mampu mengurangi beban pengawasan. 
3) Harus teruji, artinya prosedur dapat menghemat tenaga atau 
gerakan. 
4) Dibuat fleksibel, bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang 
sifatnya mendesak. 
5) Ditetapkan dengan memperhatikan penggunaan alat, agar optimal. 
Misal penggunaan mesin. 
6) Harus menunjang pencapaian tujuan. 
 
Pendapat di atas sesuai dengan pendapat Moekijat 1993: 108 
(dalam Nuraida 2014: 44) yang mengatakan bahwa: 
“Prosedur perkantoran ditulis dalam buku pedoman kantor, 
daftar tugas, atau dalam formulir lepas. Di dalam buku 
pedoman kantor (buku pedoman prosedur) atau formulir lepas 
tersebut dimuat instruksi-instruksi tertulis mengenai apa yang 
harus dilakukan, bagaimana pekerjaa dilakukan, bilamana 
pekerjaan dilakukan, dimana pekerjaan dilakukan, dan 
memberi informasi tentang sistem yang membantu organisasi”. 
 
Sama halnya dengan kedua pendapat di atas, Ida Nuraida (2014:44) 
juga berpendapat mengenai bagaimana prosedur kerja kantor, yaitu 
bahwa prosedur kerja dalam setiap kantor hendaknya: 
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1) Bersifat formal, artinya prosedur tersebut diakui oleh semua orang 
dalam organisasi, 
2) Tertulis, dan 
3) Prosedur hendaknya selalu terbaharui, artinya selalu up to date 
dengan perkembangan organisasi yang aktif dan dinamis. 
 
Berdasarkan prinsip kerja yang telah dikemukakan di atas, Nuraida 
(2007:38), juga menjelaskan bahwa penulisan prosedur perlu diketahui 
guna mencari cara yang efektif dan efisien bagi setiap kantor dalam 
membuat pedoman kerja. Banyak cara atau metode yang dapat 
digunakan untuk menulis prosedur. Cara atau prosedur yang dimaksud 
adalah: 
1) Deskriptif 
Deskriptif adalah cara yang paling sederhana sehingga prosedur 
yang dituliskan juga merupakan prosedur yang sederhana dan tidak 
memerlukan sImbol-simbol khusus.  
Contoh cara/prosedur secara deskriptif. 
 
Prosedur Pemberian Kartu NPWP 
1. Wajib Pajak mengajukan Formulir Pendaftaran dan Perubahan 
Data Wajib Pajak beserta persyaratan kepada Petugas TPT. 
2. Petugas menerima Formulir Permohonan dan Perubahan Data 
Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratan untuk 
mengetahui apakah WP tersebut sudah terdaftar atau belum. 
3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas pendaftaran WP. 
4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keterangan 
Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP kemudian menyerahkannya 
ke Kepala Seksi Pelayanan. 
5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Keterangan 
Terdaftar kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi 
Pelayanan. 
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6. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang sudah 
ditandatangani, memberi nomor, memberi stempel kantor, 
memisahkan dokumen untuk arsip dan dokumen untuk 
diserahkan kepada WP. 
7. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan 
dokumen kepada WP. 
8. Proses selesai. 
 
2) Chart 
Jika perusahaan/instansi semakin berkembang, maka struktur 
organisasi perusahaan dan prosedur kerja akan semakin rumit dan 
kompleks. Dengan demikian, struktur organisasi perusahaan dan 
prosedur kerja akan lebih sulit dimengerti oleh para pelaksana jika 
semua prosedurnya dibuat dalam bentuk tertulis. Prosedur kerja 
dalam bentuk Gambar atau simbol dibuat dengan tujuan agar 
terlihat lebih sederhana bagi pelaksana prosedur kerja sehingga 
lebuh mudah untuuk dipahami dan diterapkan ke dalam pekerjaan. 
Informasi yang ada hendaknya disajikan secara visual agar 
mempermudah komunikasi. 
 
Winardi 1990:223 (dalam Nuraida 2007:38), berpendapat 
mengenai diagram sebagai berikut. 
“Diagram dapat meminimalisasikan tahap-tahap prosedur 
tertulis dan digantikan dengan simbol atau kode yang 
menunjukkan seluruh aksi dalam bentuk yang lebuh 
singkat/sederhana”. 
 
Diagram merupakan alat yang baik untuk digunakan dalam 
pekerjaan analisis. Di samping itu, diagram melatih personel dalam 
bentuk visual display yang mengungkapkan sejarah prosedur yang 
bersangkutan bagi seorang pekerja. Chart dapat berarti peta 
diagram, table, atau Gambar. Penulisan prosedur dengan chart 
adalah sebagai berikut. 
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a) Gambar/skema 
Gambar/skema biasanya digunakan pada perusahaan 
assembling (perakitan), pembuat knock down furniture, 
blender, kereta dorong bayi, dan lain sebagainya. 
Contoh cara/prosedur chart skema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.pajak.go.id 
 
Mulai 
WP datang ke 
KPP 
Belum punya 
NPWP 
Sudah punya 
NPWP 
Petugas Pendaftaran meneliti 
status dan kelengkapan WP 
WP mengisi dan mneyerahkan 
formulir peserta  
Berkas 
dikembalikan 
Menyerahkan 
NPWP 
Kepala Seksi 
Pelayanan meneliti 
berkas  
Pembuatan 
NPWP 
Selesai 
Gambar 1. Contoh prosedur bentuk chart skema 
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b) Arus pergerakan dokumen (document flow chart) 
Di dalam document flow chart dapat diketahui 
bagian/department/divisi yang terlibat dalam prosedur untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu, tanggung jawab setiap 
bagian/departemen/divisi terhadap arus pergerakan dokumen 
dari start sampai finish, selain itu untuk mengetahui apa dan 
berapa rangkap/tembusan yang diperlukan dalam tiap arus 
pergerakan dokumen. Dengan kata lain, document flow chart 
menunjukkan perpindahan formulir kantor beserta salinan 
dokumen tersebut dari satu bagian ke bagian lain. 
Menurut Winardi 1990:233 (dalam Nuraida 2007:39), 
berpendapat bahwa: 
“process chart merupakan salah satu alat yang 
berguna untuk melakukan penyederhanaan kerja.” 
 
Tindakan-tindakan ditunjukkan oleh simbol-simbol yang diatur 
secara vertical dengan urutan kronologis dimana tindakan 
terakhir dicantumkan pada bagian bawah gambar. 
Contoh simbol yang digunakan seperti di bawah ini. 
 
 
   
Awal/akhir       Ada alternative    Penyimpanan 
Simbol lain yang bisa digunakan: 
1. :  : Menunjukkan operasi atau sesuatu yyang harus 
dikerjakan. 
Langkah-langkah dilakukan dalam proses metode 
atau prsedur.  Biasanya perbuatan merubah sesuatu 
material (input) ke dalam bentuk yang berbeda. 
Apabila di tengahnya dibubuhi huruf: 
   : Artinya operasi atau tata usaha (clerical) 
C 
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    Operasi tanpa mesin sama sekali seperti 
memilih, menyaring, menyimpan, 
menghitung, dan sebagainya. 
   : Artinya operasi pengetikan (typing) 
Seluruh kegiatan mengetik, seperti 
formulir induk (master copy), surat, 
memo, atau tabel statistic dan sebagainya. 
: Artinya operasi mesin 
  Kegiatan menggunakan mesin selain 
mesin ketik. 
Mesin yang dipakai perlu disebutkan 
secara jelas. 
 
2.   : Menunjukkan transpor atau arus melalui suatu 
proses pengerjaan. 
Memindahkan material atau alat atau bergeraknya 
orang dari tempat ke tempat. 
 
3.             : Menunjukkan delay atau simpan sementara atau 
kelambatan. 
Meyebabkan proses atau operasi berikutnya tertunda 
karena harus menunggu tindakan atau penyelesaian 
terlebih dahulu. 
 
4.              : Menunjukkan inspeksi atau pemeriksaan jumlah 
atau kuantitas. 
 
5.               : Menunjukkan pemeriksaan mutu atau kualitas. 
 
 
 
T 
T 
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6.              : Inspeksi sambil beroperasi.  
Misalnya memasukkan barang ke dalam peti 
sambil menghitung atau sambil mengontrol cacat 
dan sebagainya. 
 
7.              : Penyimpanan permanen. 
Penyimpanan (pergudangan) yang terkontrol 
dengan otorisasi pada waktu material diterima atau 
dikeluarkan. 
 
Contoh prosedur secara document flow chart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www.pajak.go.id 
 
Dari uraian di atas, disimpulkan penulis bahwa Teori Prosedur 
menurut Ida Nuraida mengenai prinsip prosedur dan metode prosedur 
sangatlah mengacu pada prosedur pengolahan SPT Tahunan yang ada 
di KPP Pratama Karanganyar, karena penulisan prosedur dengan bentuk 
document flow chart adalah bentuk SOP (Standar Operasional 
Gambar 2. Contoh prosedur bentuk document flow chart 
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Prosedur) Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan secara 
keseluruhan di KPP Pratama Karanganyar. Sedangkan penulisan 
prosedur dengan bentuk skema adalah bentuk SOP Pengolahan SPT 
Tahunan di Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar.  
 
2. Surat Pemberitahuan (SPT) 
Berikut penjelasan dan pemahaman mengenai SPT. 
a. Pengertian SPT Tahunan 
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2016 
tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 
Tahunan, pengertian SPT Tahunan sebagai berikut. 
Pasal 1 ayat (2): 
“Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT 
Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun 
Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, 
SPT 1770 S, SPT 1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak  Badan (SPT 1771 dan SPT 
1771/$)”. 
 
b. Fungsi SPT 
Menurut Erly Suandy (2014: 154), Surat Pemberitahuan memiliki 
fungsi bagi masing-masing pihak yang terlibat. Berikut fungsi SPT. 
1) Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana 
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 
jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan 
tentang: 
a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak 
lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak; 
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b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak; 
c) Harta dan kewajiban; 
d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan 
lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
 
2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemeberitahuan adalah 
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk 
melaporkan tentang: 
a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 
b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain 
dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 
 
3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung 
jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 
 
c. Jenis SPT 
Menurut laman resmi pajak Indonesia www.pajak.go.id, Surat 
Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 
1) SPT Tahunan 
SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak 
yang meliputi sebagai berikut. 
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a) SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, terdiri dari: 
 Formulir 1770, yaitu formulir bagi WP Orang Pribadi 
yang bekerja sebagai wiraswasta atau pemilik usaha 
dengan berapapun penghasilannya. 
 Formulir 1770 S, yaitu formulir bagi WP Orang Pribadi 
yang bekerja sebagai pegawai dari satu pemberi kerja 
yang total penghasilan setahun lebih dari Rp. 60.000.000. 
 Formulir 1770 SS, yaitu formulir bagi WP Orang Pribadi 
yang bekerja sebagai pegawai dari satu pemberi kerja 
yang total penghasilan setahun kurang dari Rp. 
60.000.000.  
b) SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, terdiri dari: 
 Formulir 1771, yaitu formulir bagi WP Badan yang 
menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Rupiah 
Indonesia. 
 Formulir 1771 $, yaitu formulir bagi WP Badan yang 
diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata 
uang Dollar Amerika Serikat 
 
2) SPT Masa 
SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk satu bulan masa 
pajak yang meliputi sebagai berikut. 
a) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26; 
b) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22; 
c) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26; 
d) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23; 
e) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2); 
f) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15; 
g) SPT Masa Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai; 
h) SPT Masa Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai bagi 
pemungut; 
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i) SPT Masa Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai bagi 
Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan 
nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak; 
j) SPT Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
 
Jenis SPT (Surat Pemberitahuan) yang diamati oleh penulis di 
Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar adalah jenis SPT Tahunan, 
baik Wajib Pajak Orang Pribadi, maupun Wajib Pajak Badan dengan 
masing-masing formulirnya. 
 
d. Cara Pelaporan SPT 
Menurut Liberti Pandiangan (2013: 195), pelaporan pajak yang 
dilakukan dengan menyampaikan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) ada 2 yaitu: 
1) Secara manual, yang dapat dilakukan dengan: 
- Datang langsung ke KPP atau KP2KP 
- Dikirim melalui pos atau jasa kurir 
2) Secara elektronik, yaitu secara online atau dalam jaringan yang 
dikenal dengan e-Filling  
 
Dalam kegiatan pengamatan, penulis memilih pengamatan dalam 
hal SPT Tahunan yang dilaporkan secara manual, yaitu SPT Tahunan 
yang berbentuk kertas dan disampaikan dengan cara datang langsung ke 
KPP dan dikirim mmelalui pos atau jasa kurir. 
 
3. Pengolahan SPT 
Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 
Tentang Petunjuk Teknis Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat 
Pemberitahuan Tahunan, kegiatan pengolahan SPT Tahunan secara 
keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak adalah pada gambar sebagai berikut.
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 Gambar 2. Alur Penerimaan & Pengolahan SPT Tahunan 
 
Sumber : SE-01/PJ/2016 
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Berdasarkan wawancara bersama petugas SPT Tahunan di Seksi Pelayanan 
KPP Pratama Karanganyar, prosedur pengolahan SPT Tahunan di Seksi 
Pelayanan dapat dibuat skema baru seperti pada Gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:  hasil pengamatan yang diolah 
 
Oleh karena penulis hanya mengamati pengolahan SPT Tahunan d Seksi 
Pelayanan, maka penulis memilih skema prosedur di atas untuk dijadikan 
pembahasan di penulisan laporan tugas akhir ini. Berikut keterangan lebih lanjut 
dari skema prosedur di atas. 
 
 
 
SPT Tahunan 
D. Pengolahan lanjutan oleh pelaksana seksi pelayanan 
 
Selesai 
A. Penerimaan SPT Tahunan oleh satgas dan subbagian 
umum 
 B. Penelitian SPT Tahunan oleh satgas 
 
C. Perekaman SPT Tahunan oleh satgas 
 
E. Pengarsipan oleh petugas arsip seksi pelayanan 
Gambar 3. Prosedur Pengolahan SPT Tahunan di Seksi Pelayanan 
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A. Penerimaan SPT Tahunan oleh satgas dan subbagian umum 
- SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung oleh WP diterima oleh 
satgas di front office. 
- SPT Tahunan yang disampaikan melalui pos atau jasa kurir diterima oleh 
subbagian umum. 
 
B. Penelitian SPT Tahunan oleh satgas 
- Meneliti syarat kelengkapan formulir SPT Tahunan menggunakan Lembar 
Penelitian Penyampaian SPT Tahunan. 
- Menindaklanjuti SPT Tahunan yang tidak lengkap. 
   
C. Perekaman SPT Tahunan oleh satgas 
- SPT Tahunan dinyatakan lengkap dan NPWP berstatus Aktif maka 
dicetakkan Tanda Bukti Penerimaan SPT dan LPAD. 
- SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap dan NPWP berstatus NE (Non 
Efektif) atau DE (Hapus) harus dilakukan tindak lanjut. 
- SPT Tahunan yang sudah pernah disampaikan harus dilakukan tindak 
lanjut. 
 
D. Pengolahan lanjutan SPT Tahunan oleh pelaksana seksi pelayanan 
- SPT Tahunan disortir berdasarkan jenis WP dan NPWP. 
- SPT Tahunan dibuatkan register harian. 
- SPT Tahunan diserahkan kepada seksi PDI dan UPDDP. 
 
E. Pengarsipan SPT Tahunan oleh petugas arsip seksi pelayanan 
- SPT Tahunan direkam di basisdata arsip seksi pelayanan. 
- SPT Tahunan disortir berdasarkan lokasi box arsip. 
- SPT Tahunan ditempatkan pada box di ruang arsip. 
 
F. Selesai. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pengolahan Surat 
Pemberitahuan Tahunan di Seksi Pelayanan adalah rangkaian tahapan dari 
kegiatan yang meliputi: penerimaan baik secara langsung di satgas front office 
maupun pos atau jasa kurir; pengolahan lebih lanjut oleh pelaksana seksi 
pelayanan; dan pengarsipan di ruang arsip Seksi Pelayanan, yang ketiga proses 
tersebut dilakukan secara berulang untuk memperoleh suatu kebenaran data dan 
informasi yang akurat dari Wajib Pajak mengenai SPT Tahunan yang dilaporkan 
dengan perencanaan yang baik, pengotrolan dan pengawasan kinerja pegawai 
sampai dengan evaluasi dari Kasi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar yang 
mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 
Tentang Petunjuk Teknis Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 
Tahunan. 
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B. METODE PENGAMATAN 
 
1. Lokasi Pengamatan 
Sehubungan dengan topik pengamatan penulis yang membahas mengenai 
Surat Pemberitahuan Tahunan, penulis memerlukan lokasi untuk 
mendapatkan informasi mengenai SPT, oleh sebab itu diperlukan penjajakan 
lapangan untuk mendapatkan data dan informasi, sesuai seperti yang 
dikemukakan oleh Suwartono (2014: 30) bahwa: 
“Penjajakan lapangan adalah hal yang umum dilakukan untuk 
memahami latar penelitian, seperti mencari informasi awal, atau 
sekedar pendekatan terhadap pihak otoritas terkait perizinan.” 
 
Lokasi pengamatan yang digunakan penulis sebagai lokasi penjajakan 
adalah di Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
yang berlokasi di Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH Samanhudi 
No.7, Karanganyar. KPP Pratama adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Pajak di daerah yang secara operasional melayani dan mengawasi masyarakat 
serta mengelola atas hak dan kewajiban para Wajib Pajak. Dan alasan penulis 
memilih Seksi Pelayanan adalah dengan pertimbangan sebagai berikut. 
a. Di Seksi Pelayanan terdapat topik masalah yang menarik yaitu aktivitas 
mengolah Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilakukan setiap hari dan 
berulang. 
b. Prosedur yang diterapkan di Seksi Pelayanan mudah dan transparan 
untuk dapat diamati, sehingga penulis mudah mendapatkan informasi. 
 
2. Jenis Pengamatan 
Jenis pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk membantu dalam 
melakukan pengamatan adalah observasi berperan aktif. H.B Sutopo (2002: 
58-73) mengemukakan mengenai observasi adalah sebagai berikut. 
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“Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Pada observasi langsung dapat dilakukan dengan 
mengambil peran atau tak berperan. Spradley (1980) menjelaskan 
bahwa pelaksanaan teknik dalam observasi dapat dibagi menjadi 
(1) tak berperan sama sekali, (2) observasi berperan, yang terdiri 
dari (1) berperan pasif, (2) berperan aktif, dan (3) berperan penuh, 
dalam arti peneliti benar-benar menjadi warga (bagian) atau 
anggota kelompok yang sedang diamati”. 
 
Jenis pengamatan observasi berperan aktif yang memberi kemungkinan 
sangat besar untuk penulis dapat berinteraksi dan ikut serta dalam kegiatan 
yang diteliti. Pengertian observasi berperan aktif menurut H.B Sutopo (2002: 
58-73) adalah sebagai berikut. 
“Observasi berperan aktif ini merupakan cara khusus dan peneliti 
tidak bersikap pasif sebagai pengamat, tetapi memainkan berbagai 
peran yang dimungkinkan dalam situasi yang berkaitan dengan 
penelitiannya, dengan mempertimbangkan akses yang bisa 
diperolehnya yang bisa dimanfaatkan bagi pengumpulan data.” 
 
3. Sumber Data 
Menurut H.B Sutopo (2002: 49), Sumber data merupakan bagian penting 
karena digunakan untuk menentukan ketepatan dan kekayaan data atau 
informasi yang diperoleh. Sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai 
berikut. 
a. Informan 
Informan adalah orang yang memberikan informasi. Informasi dalam 
pengamatan ini adalah: 
1) Ibu Indrayanti, salah satu pegawai di seksi pelayanan KPP Pratama 
Karanganyar. 
2) Ibu Budi, salah satu satgas SPT Tahunan KPP Pratama 
Karanganyar. 
3) Mbak Ovi, salah satu pelaksana seksi pelayanan KPP Pratama 
Karanganyar. 
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4) Bapak Basuki, salah satu petugas pengemas SPT KPP Pratama 
Karanganyar. 
5) Bapak Sumarno, kepala bagian arsip seksi pelayanan KPP Pratama 
Karanganyar. 
 
b. Dokumen 
Dokumen adalah bahan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang 
berupa tulisan. Dalam hal ini dokumen yang penulis gunakan adalah: 
1) Contoh formulir SPT Tahunan, baik WP Orang Pribadi maupun 
Badan beserta lampirannya. 
2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 yang 
mengatur tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan 
pengolahan SPT Tahunan. 
3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 yang 
mengatur tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT 
Tahunan. 
 
c. Peristiwa/ Aktivitas 
Dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, peneliti bisa mengetahui 
proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan 
sendiri secara langsung. Dalam hal ini peristiwa yang penulis amati 
adalah: 
1) Aktivitas satgas di front office 
2) Aktivitas pelaksana di back office 
3) Aktivitas petugas arsip di ruang arsip 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk membantu 
penulis dalam melakukan pengamatan ini berdasarkan teknik pengumpulan 
data menurut H.B Sutopo (2002: 58-73) dan beberapa tokoh pendukung lain, 
yaitu sebagai berikut. 
a. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melibatkan 
infroman dalam tanya jawab yang berkompeten di topik yang penulis 
angkat. Menurut Arikunto (2013: 198), wawancara sebagai berikut. 
“Interviu yang sering disebut dengan wawancara atau 
kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 
pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 
terwawancara (interviewer). Interviu digunakan oleh peneliti 
untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari 
data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, 
pendidikan, perhatian, sikap tehadap sesuatu.” 
 
H.B Sutopo (2002:59) mengatakan bahwa, “wawancara dibedakan 
menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur”. 
Dalam kegiatan pengamatan, penulis melakukan wawancara dan 
kedua jenis wawancara tersebut. Wawancara terstruktur dilakukan 
penulis dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu 
sebelum melakukan wawancara dan ditanyakan pada saat selesai 
pengamatan atau di luar jam pengamatan, dari jenis wawancara inilah 
yang mendominasi sumber informasi yang dihasilkan oleh penulis. 
Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan penulis dengan cara 
bertanya secara spontan saat kegiatan pengamatan berlangsung. 
 
b. Observasi 
Observasi yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan 
mata (Suharsimi Arikunto, 2013: 199). Sedangkan penggunaan teknik 
observasi disampaikan oleh H.B Sutopo (2002:64) yang mengatakan 
bahwa, 
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“Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari 
sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan 
benda, serta rekaman gambar” Observasi terbagi menjadi 2, 
yaitu: 
1) Observasi tak berperan 
2) Observasi berperan, terdiri: 
a) Berperan aktif 
b) Berperan pasif 
c) Berperan penuh 
Dalam pengamatan teknik observasi yang dilakukan oleh penulis 
adalah observasi berperan aktif yaitu dengan mengamati dengan mata 
serta turut aktif dalam kegiatan guna mendapatkan data yang berkaitan 
dengan topik prosedur pengolahan SPT Tahunan yang disampaikan 
secara manual oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Karanganyar. 
 
c. Mengkaji Dokumen dan Arsip 
Dokumen dan arsip merupakan salah satu bukti rekaman yang 
dapat dilihat dari sebuah peristiwa yang mampu membantu penulis 
untuk menyusun laporan hasil pengamatan. 
Berikut pendapat menurut H.B Sutopo (2002: 64), mengenai 
pengertian dari mengkaji dokumen dan arsip, sebagai berikut. 
“Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang 
sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. 
Sumber data yang berupa arsip dan dokumen biasanya 
merupakan sumber data pokok dalam penelitian kesejarahan, 
terutama untuk mendukung proses interpretasi dari setiap 
peristiwa yang diteliti.” 
 
Oleh karena itu, teknik mengkaji dokumen dan arsip digunakan 
oleh penulis dalam kegiatan pengamatan, karena untuk mengulik bukti 
dan informasi yang akurat dalam menyusun hasil laporan pengamatan 
dalam hal ini adalah dokumen dan arsip mengenai prosedur pengolahan 
SPT Tahunan di Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar. 
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BAB III 
DESKRIPSI INSTANSI 
 
A. Sejarah Berdiri KPP Pratama Karanganyar 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar atau sering disingkat 
dengan KPP Pratama Karanganyar adalah sebuah instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada DJP Jawa Tengah II 
yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP 315/KMK.01/2007 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak. 
Pada awal berdirinya, KPP Pratama Karanganyar menggunakan nama 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta yang beralamatkan di 
Jalan M.T Haryono No.5 Surakarta. Sehubungan dengan digunakannya 
kantor tersebut sebagai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II pada bulan 
Januari 2007 maka untuk sementara waktu kegiatan operasional KPP Pratama 
Karanganyar dipindahkan ke bangunan bekas Kantor Pemeriksaan dan 
Penyidikan  Pajak  (Karikpa)  Surakarta yang beralamatkan di Jalan Ir. Juanda 
No.236 Surakarta. Pada akhir bulan desember 2007 terjadi banjir bandang 
Sungai Bengawan Solo yang mengakibatkan KPP Pratama Karanganyar 
pindah dari gedung bekas Karikpa Surakarta ke Gedung Megaria di Jalan 
Raya Palur No.2 Ngringo Jaten Karanganyar. 
Semenjak pindah di Gedung Megaria tersebut, KPP Pratama 
Karanganyar masih menemui kendala. Diantaranya adalah dalam hal sarana 
dan prasarana yang masih kurang dalam menunjang kinerja pegawai. Oleh 
karena itu KPP Pratama Karanganyar mulai mendirikan gedung baru sebagai 
kantor yang digunakan sebagai tempat kegiatan operasional tetap. Pada 
akhirnya bulan Juli 2009 KPP Pratama Karanganyar menempati gedung baru 
yang berada di Jalan K.H Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran Cangakan 
Karanganyar hingga sekarang. 
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B. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Karanganyar 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar berlokasi di Jl KH 
Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran Cangakan Kabupaten Karanganyar.  
Telp (0271) 495081, 6491281, 6491283. Fax (0271) 6491284. 
Wilayah kerja dari KPP Pratama Karanganyar terdiri dari 2 yaitu wilayah 
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.  
           Tabel 2. Wilayah Kerja KPP Kra di Kab. Karanganyar 
No. Kecamatan Luas (km2) 
1. Jatipuro 6.716,49 
2. Jatiyoso 5.567,02 
3. Jumapolo 5.355,44 
4. Jumantono 2.626,63 
5. Matesih 7.003,16 
6. Tawangmangu 6.533,94 
7. Ngargoyoso 3.411,08 
8. Karangpandan 4.302,64 
9. Karanganyar 2.759,73 
10. Tasikmadu 2.554,81 
11. Jaten 1.564,81 
12. Colomadu 5.679,95 
13. Gondangrejo 3.645,63 
14. Kebakkramat 5.330,90 
15. Mojogedang 4.682,27 
16. Kerjo 5.608,28 
17. Jenawi 6.716,49 
KABUPATEN 
KARANGANYAR 
77.378,63 
Sumber: Subbagian Umum 
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Tabel 3. Wilayah Kerja KPP Kra di Kab. Sragen 
No. Kecamatan Luas (KM2) 
1. Plupuh 48,36 
2. Kalijambe 46,96 
3. Masaran 44,04 
4. Kedawung 49,78 
5. Sambirejo 48,43 
6. Gondang 41,17 
7. Sambungmacan 38,48 
8. Ngrampal 34,4 
9. Karangmalang 42,98 
10. Sragen 27,27 
11. Sidoharjo 45,89 
12. Tanon 51 
13. Gemolong 40,23 
14. Miri 53,81 
15. Sumberlawang 75,16 
16. Mondokan 49,36 
17. Sukodono 45,55 
18. Gesi 39,58 
19. Tangen 55,13 
KABUPATEN 
SRAGEN 
941,55 
Sumber: Subbagian Umum 
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C. Visi, Misi dan Motto KPP Pratama Karanganyar 
1. Visi 
“Menjadi Kantor Pelayanan Penghimpun Pajak Negara yang terbaik di 
Jawa Tengah.” 
2. Misi 
“Memberikan Pelayanan dan Edukasi Kepada Wajib Pajak Sesuai 
Ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Menghimpun Penerimaan 
Pajak Dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Negara.” 
3. Motto 
“Kepuasan Anda, Kebahagiaan Kami.” 
 
D. Standard Operating Prosedur (SOP) 
SOP yang berlaku dan digunakan oleh Seksi Pelayanan KPP Pratama 
Karanganyar terhadap pengolahan SPT Tahunan adalah sebagai berikut. 
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 Tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat 
Pemberitahuan Tahunan. 
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2016 Tentang 
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
 
E. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Karanganyar 
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Pajak, berikut tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
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1. Tugas KPP 
Melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan 
hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung 
Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
2. Fungsi KPP 
1) Pelayanan pajak; 
2) Penyuluhan pajak; 
3) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak; 
4) Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, 
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 
penerimaan surat lainnya; 
5) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak; 
6) Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 
7) Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan 
informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan; 
8) Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, 
dan pengenaan; 
9) Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara 
jabatan; 
10) Pemeriksaan pajak; 
11) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 
12) Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak; 
13) Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak; 
14) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan 
ketetapan pajak; 
15) Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka 
pengampunan pajak; 
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16) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 
17) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan resiko; 
18) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 
19) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan 
20) Pelaksanaan administrasi kantor. 
 
F. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar  
Struktur organisasi adalah suatu kerangka skematis yang 
mengGambarkan hubungan kerjasama tugas atas hak, kewajiban dan 
tanggung jawab antara individu-individu karyawan untuk mencapai tujuan 
perusahaan melalui kerja sama secara harmonis agar perusahaan dapat 
berjalan lancar, efektif dan efisien. 
Berikut struktur organisasi KPP Pratama Karanganyar dalam 
menjalankan kegiatan agar berjalan lancar, efektif dan efisien. 
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Gambar 4. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar 
 
Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Karanganyar 
35 
 
 
 
G. Diskripsi Jabatan 
1. Kepala Kantor 
Tugas yang dilakukan Kepala Kantor adalah: 
a. Menyusun rencana kerja pada KPP Pratama Karanganyar. 
b. Mengkoordinasi kegiatan operasional di bidang Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak langsung 
lainnya berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan untuk 
meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan. 
c. Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi pengendalian 
pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, laporan keuangan 
rumah tangga, dan perlengkapan. 
 
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 
Bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, 
rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan 
pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, 
pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan 
pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan, dan melakukan 
penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 
 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Bertugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian 
data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen 
perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan 
pengalokasian PBB, melakukan dukungan teknis komputer, 
melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan 
kinerja organisasi dan pengelolaan resiko, serta melakukan tindak 
lanjut kerja sama perpajakan. 
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4. Seksi Pelayanan 
Bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum 
perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen 
perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat 
Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan 
penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta 
melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
 
5. Seksi Penagihan 
Bertugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan 
penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan 
penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan 
penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, 
serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen 
penagihan. 
 
6. Seksi Pemeriksaan 
Bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan 
pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan 
dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan 
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang 
ditunjuk kepala kantor. 
 
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 
Bertugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, 
dan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara 
jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan 
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Wajib Pajak yang belum setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di 
Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penyuluhan pajak, melakukan 
pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan 
Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai 
objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian. 
 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
Bertugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut 
pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, 
melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, 
dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan 
kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak 
lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
Bertugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan 
penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis 
kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam 
rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling 
kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan 
tindak lanjut pengampunan pajak. 
 
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
Bertugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan 
penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis 
kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam 
rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling 
kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan 
tindak lanjut pengampunan pajak. 
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11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 
Bertugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan 
penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis 
kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam 
rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling 
kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan 
tindak lanjut pengampunan pajak. 
 
12. Kelompok Jabatan Fungsional 
Bertugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan 
penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis 
kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam 
rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling 
kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan 
tindak lanjut pengampunan pajak 
 
13. KP2KP 
Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sragen 
adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
langsung kepada Kepala KPP Pratama Karanganyar yang beralamat di 
Jalan Raya Sukowati No.84 Sragen dan mempunyai tugas serta fungsi 
urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan masyarakat 
Sragen. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas SPT Tahunan, berikut prosedur 
pengolahan SPT Tahunan di seksi pelayanan KPP Pratama Karanganyar, sebagai 
berikut: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: hasil pengamatan yang diolah 
Gambar 5. Prosedur Pengolahan SPT Tahunan di Seksi Pelayanan 
SPT Tahunan 
Pengolahan lanjutan oleh pelaksana seksi pelayanan 
 
Selesai 
Penerimaan SPT Tahunan oleh satgas dan subbagian umum 
 
Penelitian SPT Tahunan oleh satgas 
 
Perekaman SPT Tahunan oleh satgas 
 
Pengarsipan oleh petugas arsip seksi pelayanan 
40 
 
 
Adapun penjelasan mengenai skema prosedur pengolahan SPT Tahunan di 
Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar di atas yang mengacu pada Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis 
Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sebagai 
berikut. 
 
A. Penerimaan SPT Tahunan  
Penerimaan SPT Tahunan dilakukan oleh satgas. Satgas adalah tim 
panitia satuan tugas khusus penerima dan peneliti SPT Tahunan yang 
dibentuk dan disetujui bersama dengan diketuai oleh Kepala Seksi Pelayanan 
dan penanggung jawab Kepala KPP. Di KPP Pratama Karanganyar setiap hari 
menggunakan 2 satgas yang berada di front office. Satgas pertama merupakan 
perwakilan dari seksi pelayanan dan satgas kedua merupakan perwakilan dari 
seksi pengawasan dan konsultasi atau sering disebut dengan waskon. 
Pada penerimaan SPT Tahunan terdapat 3 kriteria SPT Tahunan yang 
harus ditolak oleh satgas apabila kantor pajak tersebut bukanlah kantor pajak 
tempat WP terdaftar. Ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. SPT Tahunan yang berstatus LB (Lebih Bayar) 
SPT Tahunan yang berstatus Lebih Bayar atau sering disebut 
dengan SPT LB adalah status yang berada pada SPT Tahunan baik WP 
Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki arti bahwa terdapat uang 
sisa atau uang kembalian dari pembayaran pajak tahun sebelumnya dan 
uang sisa tersebut merupakan hak dari WP.  
Alasan SPT berstatus LB harus diolah oleh KPP tempat WP 
terdaftar adalah karena pengolahan SPT LB berkaitan dengan data diri 
WP, semua histori pajak WP, sampai dengan penghitungan pajak, 
sedangkan yang memiliki data dan akses tersebut adalah hanya seksi 
waskon KPP tempat WP terdaftar. Oleh sebab itu satgas mengarahkan 
WP untuk melaporkan SPT Tahunan yang berstatus LB ke kantor pajak 
tempat WP terdaftar, bisa KP2KP atau KPP. Sebagai contoh WP X 
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beralamat di Sragen dan terdaftar sebagai WP di KP2KP Sragen. 
Karena bekerja di Surakarta WP X melaporkan SPT Tahunannya yang 
berstatus LB di KPP Surakarta, maka satgas KPP Surakarta akan 
menolaknya dan mengarahkan WP X untuk melaporkan SPT 
Tahunannya tersebut ke KPP Pratama Karanganyar yang lebih dekat 
dari Surakarta karena KP2KP Sragen dan KPP Pratama Karanganyar 
merupakan satu wilayah kerja. 
Dalam hal KPP Pratama Karanganyar merupakan tempat WP 
terdaftar, maka satgas dapat menerima dan meneliti kelengkapan SPT 
LB secara umum yaitu berupa syarat lampiran berdasarkan jenis 
formulir yang harus dipenuhi WP menggunakan Lembar Penelitian 
Penyampaian SPT Tahunan (penjelasan lebih lanjut di subbab B. 
Penelitian Kelengkapan Formulir SPT Tahunan oleh satgas) setelah itu 
satgas mengarahkan WP untuk naik ke lantai 3 KPP Pratama 
Karanganyar mengambil nomor antrian bertemu dengan seksi waskon. 
Menurut salah seorang pegawai seksi pelayanan bernama Ibu Indrayanti 
mengatakan bahwa: 
“Pada dasarnya prosedur pengolahan LB hanya ditangani 
oleh bagian waskon karena ini ada SOP nya sendiri yang 
bukan wewenang seksi pelayanan. Namun secara garis umum 
setahu saya WP diberi 2 pilihan, yaitu uang LB 
dikompensasikan atau direstitusikan. Dikompensasikan 
adalah diinput di masa pajak berikutnya, sedangkan 
direstitusikan adalah uang LB dikembalikan kepada WP. 
Masing-masing kedua cara tersebut sama-sama harus 
berdasarkan kesepakatan antara WP dengan pegawai waskon 
yang melayani WP tersebut dan bersifat rahasia, artinya tidak 
ada pihak lain selain mereka yang boleh tahu karena ini ada 
tanda tangan materainya juga”. 
(Sumber: wawancara, 20 Januari 2019) 
 
Satgas KPP Pratama Karanganyar jarang sekali menerima SPT 
Tahunan LB, berdasarkan registrasi harian SPT Tahunan, dalam waktu 
1 hari kerja belum tentu ada pelaporan SPT LB dan WP Orang Pribadi 
yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang memiliki pendapatan 
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tetap lah yang sering melebihkan pembayaran pajak karena pajaknya 
selalu bernilai sama setiap masa. Berdasarkan laporan akhir tahun pajak 
yang dibukukan pada bulan Mei 2017, penyelesaian terhadap SPT 
Tahunan yang berstatus LB di KPP Pratama Karanganyar yang paling 
dominan adalah penyelesaian kompensasi, yaitu sisa uang diinput di 
masa pajak berikutnya karena persyaratan restitusi sangat rumit dan 
harus melewati pemeriksaan lanjutan oleh seksi pemeriksaan, oleh 
sebab itu WP memilih kompensasi. Sudah ada 50 WP yang memilih 
kompensasi atas uang pajaknya pada tahun pajak 2017. 
 
2. SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian 
Alasan SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu 
penyampaian harus diolah oleh KPP tempat WP terdaftar adalah karena 
pengolahan SPT terlambat lapor berkaitan dengan data diri WP, semua 
histori pajak WP, sampai dengan penghitungan pajak, sedangkan yang 
memiliki data dan akses tersebut adalah hanya satgas kantor pajak 
tempat WP terdaftar. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 4. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan 
 
 
 
 
 
Sumber: www.pajak.go.id 
 
Sanksi denda wajib dibayar oleh WP apabila WP mendapat Surat 
Teguran Pajak (STP), apabila WP tidak mendapat STP, maka tidak 
diwajibkan membayar denda.  
Jenis SPT Tahunan Batas Waktu Penyampaian Sanksi Denda 
SPT Tahunan Orang 
Pribadi 
3 bulan setelah berakhirnya 
tahun pajak 
Rp. 100.000 
SPT Tahunan Badan 
4 bulan setelah berakhirnya 
tahun pajak 
Rp. 1.000.000 
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Dalam praktiknya, apabila KPP Pratama Karanganyar merupakan 
tempat WP terdaftar, maka satgas dapat menerima dan meneliti 
kelengkapan SPT terlambat lapor berupa syarat lampiran yang harus 
dipenuhi WP menggunakan Lembar Penelitian Penyampaian SPT 
Tahunan (penjelasan lebih lanjut di subbab B. Penelitian Kelengkapan 
Formulir SPT Tahunan oleh satgas) dan mengarahkan WP mengambil 
nomor antrian TPT untuk meminta kode billing yang digunakan sebagai 
pembayaran denda di bank atau pos. Menurut Ibu Indrayanti selaku 
pegawai seksi pelayanan mengatakan bahwa: 
“Setelah surat teguran terbit, itu artinya WP terkena denda. 
Jadi WP harus bayar denda mau gak mau, dengan cara minta 
kode billing terlebih dahulu di TPT untuk bayar dendanya di 
bank atau pos. Apabila STP selama 7 hari tidak dibayar maka 
akan diterbitkan STP kedua, setelah 21 hari masih tidak 
dibayar diterbitkan surat paksa dan seterusnya, dan yang 
bertugas dalam hal ini adalah seksi penagihan”. 
(Sumber: wawancara, 20 Januari 2019) 
 
SPT Tahunan terlambat lapor adalah kriteria SPT Tahunan yang 
sering diterima oleh satgas KPP Pratama Karanganyar dibandingkan 
dengan kriteria pengecualian lainnya, hal ini dibuktikan dalam registrasi 
harian yaitu dalam waktu 1 hari satgas dapat menerima 5-10 SPT 
Tahunan yang dilaporkan melebihi batas waktu penyampaian. Jadi 
apabila diakumulasikan dalam bulan satgas KPP Pratama Karanganyar 
mampu menerima dan meneliti 10 x 22 hari kerja = 220 SPT setiap 
bulan dan dalam tahun, 220 x 12 = 2.640 SPT Tahunan terlambat lapor 
pada tahun pajak 2017. Hal ini disampaikan oleh Ibu Budi selaku satgas 
SPT Tahunan sebagai berikut: 
 
“Terlambat lapor SPT yang paling banyak diterima oleh 
satgas daripada kriteria pengecualian yang lainnya, 1 hari 
kerja bisa 10 SPT terlambat lapor yang kita terima”. 
(Sumber: wawancara, 20 Januari 2019) 
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3. SPT Tahunan yang disampaikan dalam bentuk e-form 
SPT Elektronik atau E-SPT adalah SPT yang dibuat menggunakan 
aplikasi yang disebut dengan aplikasi e-filling dan e-form.  
e-filling adalah cara penyampaian SPT secara elektronik yang 
dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website DJP 
(http://www.djponline.pajak.go.id) atau penyedia layanan SPT 
Elektronik atau Application Service Provider (ASP), dan bagi WP yang 
sudah pernah melapor SPT secara online e-filling maka tahun pajak 
berikutnya tidak boleh melapor secara manual (kertas) ke kantor pajak. 
Sedangkan e-form adalah cara penyampaian SPT secara elektronik 
yang dilakukan secara semi online, yaitu men-download formulir SPT 
elektronik di website DJP (http://www.djponline.pajak.go.id) 
selanjutnya diisi secara offline, setelah formulir SPT Tahunan diisi, WP 
dapat menyampaikan SPT tersebut secara online di website DJP 
(http://www.djponline.pajak.go.id). Untuk dapat menggunakan e-form 
WP harus sudah pernah melaporkan SPT melalui e-filling karena 
fasilitas e-form menyatu dangan profil WP di e-filling DJP Online. Dan 
saat ini e-form hanya dapat digunakan oleh WP yang menggunakan 
formulir 1770, 1770S, dan 1771, karena ketiga jenis formulir tersebut 
memiliki lampiran paling banyak dan rumit sehingga mengharuskan 
WP untuk melaporkan SPT Tahunannya secara manual ke kantor pajak 
untuk diteliti terlebih dahulu oleh satgas sebelum diupload di website 
DJP Online.  
Dalam praktiknya, terdapati hambatan dalam penerimaan SPT 
bentuk e-form di satgas KPP Pratama Karanganyar, yaitu karena harus 
meneliti dengan sangat detail dan sabar  dengan jumlah lampiran yang 
banyak, dan dicocokkan dengan basisdata DJP, bahkan formulir 1771 
bisa mencapai 100 lembar dan itu harus diteliti perlembarnya oleh 
satgas. Hal tersebut membuat nomor antrian menjadi lama dan 
membuat dampak buruk bagi satgas yaitu satgas menjadi tidak dapat 
istirahat karena antrian WP yang menumpuk. 
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Mengenai hal tersebut disampaikan oleh Ibu Indrayanti selaku 
pegawai di seksi pelayanan sebagai berikut. 
“Kesulitan satgas itu ketika menerima SPT elektronik e-form 
dari WP Badan karena itu sangat kompleks dan banyak 
banget isiannya. Sedangkan jam istirahat satgas adalah 
fleksibel menyesuaikan jumlah WP, jadi semakin banyak 
SPT e-form, semakin sulit satgas dapat beristirahat”. 
(Sumber: wawancara, 20 Januari 2019) 
 
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan 
Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, penerimaan SPT Tahunan 
dibagi menjadi 2 cara, yaitu penerimaan secara langsung dan melalui 
pos atau jasa kurir. Perbedaan keduanya terletak pada pihak pertama 
yang menerima. 
Penerimaan langsung adalah WP datang langsung ke KPP Pratama 
Karanganyar, sehingga satgas dapat secara langsung meneliti dan 
merekam keseluruhan pelaporan SPT Tahunan di depan WP. 
Sedangkan penerimaan melelui pos adalah WP melaporkan SPT 
Tahunannya melalui pos atau jasa kurir yang selanjutnya diterima oleh 
Subbagian Umum untuk diinput surat masuk lalu diserahkan kepada 
satgas untuk diteliti dan direkam.  
 
 
 
 
 
 
Berikut prosedur penerimaan SPT Tahunan yang dikirim melalui 
pos atau jasa kurir menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
Nomor SE-01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan 
dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
46 
 
 
1. Petugas Subbagian Umum menerima amplop surat dari pos, 
selanjutnya membuat laporan surat masuk dengan mnginput nomor 
dan tanggal resi pengiriman yang tertera pada amplop dan 
memfotokopi resi untuk arsip Subbagian Umum. Selanjutnya 
petugas Subbagian Umum membuatkan daftar nominatif SPT 
Tahunan pos dengan menginput informasi keterangan yang berada 
di Lembar Informasi Amplop SPT Tahunan yang melekat dengan 
amplop tertutup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: SE-01/PJ/2016 
Gambar 6. Lembar Informasi Amplop SPT Tahunan Pos 
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Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
2. Setelah daftar nominatif SPT pos tersebut dibuat, petugas 
Subbagian Umum akan menyerahkannya bersamaan dengan SPT 
serta keseluruhan isi amplop kepada satgas di front office dan harus 
diserahkan pada hari yang sama dengan hari penerimaan dari pos 
sebelum jam kerja berakhir. 
3. Satgas menerima daftar nominatif lengkap dengan SPT Tahunan 
Pos dari petugas Subbagian Umum, selanjutnya satgas memastikan 
isi amplop sepenuhnya dan mencetak Surat Pemberitahuan Status 
Penyampaian SPT Tahunan sebagai hasil dari penerimaan dan 
penelitian SPT Tahunan pos tersebut lalu menyerahkannya kepada 
Kepala Seksi Pelayanan untuk diteliti dan diparaf dan diserahkan 
Gambar 7. Daftar Nominatif SPT Tahunan Pos 
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kepada kepala KPP Pratama Karanganyar untuk diteliti, ditindak 
lanjuti dan ditandatangani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
Keterangan: 
1. Nomor Bukti Penerimaan Pos 
2. Diisi dengan tanggal bukti pengiriman SPT Tahunan 
3. Alasan meliputi: 
a. Berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi 
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa atas NPWP 
Saudara berstatus Delete. Oleh karena itu, dimohon kepada 
Saudara agar dapat melakukan registrasi atau pendaftaran 
NPWP sesuai tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat 
Gambar 8. Pemberitahuan Status Penyampaian SPT Tahunan 
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kegiatan usaha Saudara, atau melakukan registrasi online di 
laman www.pajak.go.id ; atau 
b. Berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi 
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa atas NPWP 
Saudara berstatus Non Efektif. Oleh karena itu, dimohon kepada 
Saudara agar dapat melakukan proses validasi di kantor pajak 
tempat Saudara terdaftar; atau 
c. Atau alasan lain yang sesuai dengan kondisi SPT Tahunan yang 
dilaporkan.   
 
Dalam praktiknya, SPT Tahunan pos yang sering diterima oleh 
satgas KPP Pratama Karanganyar adalah SPT dengan NPWP Non 
Efektif yang berarti NPWP masih ada di basisdata satgas KPP 
Pratama Karanganyar namun sudah lama tidak dugunakan sehingga 
tidak aktif dan harus diaktifkan kembali melalui proses validasi 
NPWP. Dalam waktu 1 tahun pajak, yaitu tahun pajak 2017 sudah 
ditemukan 3.641 NPWP berstatus Non Efektif pada SPT Tahunan 
yang dikirim melalui pos, hal tersebut secara mayoritas disebabkan 
karena WP sudah lama tidak melaporkan SPT Tahunannya, 
sehingga NPWP nya Non Efektif. 
 
4. Pengecekan SPT Tahunan Pos 
Satgas harus memastikan terlebih dahulu SPT tersebut tidak 
termasuk dalam 3 (tiga) kategori pengecualian untuk WP yang 
tidak terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, yaitu SPT berstatus 
LB; SPT disampaikan melebihi batas waktu penyampaian; dan SPT 
yang berbentuk e-SPT, sehingga selain ketiga kategori tersebut, 
SPT Tahunan lanjut tahap penelitian. 
 
 
50 
 
 
Dalam praktiknya, apabila terdapati SPT Tahunan yang 
disampaikan melalui Pos adalah termasuk dalam 3 (tiga) kategori 
pengecualian dan WP tidak terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, 
maka amplop beserta keseluruhan isinya harus dikembalikan 
kepada WP dengan melampiri Surat Pemberitahuan Status 
Penyampaian dengan memberi keterangan alasan bahwa, SPT 
Tahunan yang Saudara sampaikan merupakan SPT Tahunan yang 
berstatus Lebih Bayar; atau disampaikan melebihi batas waktu 
penyampaian; atau berbentuk e-SPT, dan WP tidak terdaftar di 
KPP Pratama Karanganyar, oleh karena itu dimohon Saudara agar 
dapat melaporkan SPT Tahunan tersebut di KPP tempat WP 
terdaftar. 
Hal tersebut adalah kendala bagi satgas karena kejadian seperti 
itu selalu terjadi di akhir tahun pajak. Mengenai hal ini 
dikemukakan oleh salah satu satgas SPT Tahunan KPP Pratama 
Karanganyar, Ibu Budi adalah sebagai berikut. 
“Batas akhir lapor SPT Tahunan WP Orang Pribadi 
adalah 31 Maret sedangkan untuk WP Badan adalah 30 
April. Kebanyakan WP itu lapor SPT di waktu-waktu 
mepet menjelang batas akhir, dan pernah terjadi kejadian 
bahwa ada SPT Tahunan Orang Pribadi yang dikirim 
melalui pos tiba di KPP tanggal 2 Juli dimana sudah 
lebih 3 bulan dari batas akhir pelaporan, dan setelah 
dicek di basisdata KPP, WP tersebut tidak terdaftar di 
KPP, jadi SPT tersebut tergolong dalam kategori 
pengecualian. Sehingga KPP harus mengirim ulang 
berkas amplop tersebut dengan melampirkan Surat 
Pemberitahuan Status SPT untuk memberitahu WP 
alasan berkasnya kami kembalikan”. 
(Sumber: wawancara 20 Januari 2019) 
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B. Penelitian Kelengkapan Formulir SPT Tahunan Oleh Satgas 
Tahap ini sering disebut dengan Penelitian Penyampaian SPT Tahunan. 
Yaitu satgas memastikan SPT Tahunan telah ditandatangani oleh pihak WP 
dan meneliti kelengkapan pengisian formulir SPT Tahunan dan lampirannya. 
Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 
Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat 
Pemberitahuan Tahunan, satgas harus menggunakan Lembar Penelitian 
Penyampaian untuk melakukan penelitian. 
Berikut Lembar Penelitian Penyampaian SPT Tahunan formulir 1770, 
1770 S, 1770 SS untuk WP Orang Pribadi serta formulir 1771 dan 1771 $ 
untuk WP Badan yang berlaku di KPP Pratama Karanganyar menurut Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 Tentang Petunjuk 
Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
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Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Lembar Penelitian Penyampaian SPT Tahunan WP Orang Pribadi 
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Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Lembar Penelitian Penyampaian SPT Tahunan WP Badan 
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Keterangan formulir SPT Tahunan WP Orang Pribadi adalah sebagai berikut. 
1) Formulir 1770, yaitu formulir bagi WP Orang Pribadi yang bekerja 
sebagai wiraswasta atau pemilik usaha. 
2) Formulir 1770 S, yaitu formulir bagi WP Orang Pribadi yang bekerja 
sebagai pegawai atau karyawan dari satu pemberi kerja yang total 
penghasilan setahun lebih dari Rp. 60.000.000. 
3) Formulir 1770 SS, yaitu formulir bagi WP Orang Pribadi yang bekerja 
sebagai pegawai atau karyawan dari satu pemberi kerja yang total 
penghasilan setahun kurang dari Rp. 60.000.000.  
 
Keterangan formulir SPT Tahunan WP Badan adalah sebagai berikut. 
1) Formulir 1771, yaitu formulir bagi WP Badan yang menyelenggarakan 
pembukuan dalam mata uang Rupiah Indonesia. 
2) Formulir 1771 $, yaitu formulir bagi WP Badan yang diizinkan 
menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika 
Serikat 
 
Apabila dalam penelitian SPT terdapati formulir atau lampiran yang 
tidak ada, maka harus ditindaklanjuti sesuai prosedur. 
Berikut prosedur menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 
SE-01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan 
Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan dilakukan oleh satgas KPP 
Pratama Karanganyar terhadap SPT Tahunan yang disampaikan secara 
langsung oleh WP dan dinyatakan tidak lengkap: 
1) Mencetak Lembar Penelitian Penyampaian SPT Tahunan. (Gambar 
9&10) 
2) Mencontreng jenis lampiran yang sudah lengkap. 
3) Mencoret keterangan lengkap. 
4) Menuliskan jenis lampiran yang harus dilengkapi. 
5) Memberi keterangan nama dan NIP satgas yang melayani. 
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6) Memberikan Lembar Penelitian Penyampaian SPT Tahunan kepada 
WP. 
7) Mengarahkan WP untuk melengkapi kelenngkapan SPT Tahunan yang 
disampaikan. 
 
Dalam praktiknya, tahap penelitian kelengkapan formulir SPT Tahunan 
yang disampaikan WP secara langsung kepada satgas KPP Pratama 
Karanganyar mengalami kesulitan pada penelitian terhadap SPT Tahunan WP 
Badan, karena berkas lampiran SPT Tahunan Badan sangat banyak dan harus 
diteliti perlembarnya. dan apabila terdapati kekurangan sebagi contoh kurang 
stampel perusahaan/ badan yang bersangkutan, atau tidak membawa laporan 
keuangan/neraca milik perusahaan yang bersangkutan, maka satgas akan 
membubuhi catatan kekurangan SPT pada Lembar Penelitian Penyampaian 
SPT Tahunan dan diserahkan kepada WP. Dalam waktu 1 hari kerja rata-rata 
ada 10 SPT Tahunan WP Badan yang dilaporkan kepada satgas KPP Pratama.  
Sedangkan penelitian kelengkapan formulir SPT Tahunan WP Orang 
Pribadi hanya membutuhkan waktu 1-2 menit saja karena jumlah lampiran 
yang tidak banyak dan satgas sudah hafal setiap poi-poin yang perlu diteliti. 
Apabila terdapati kekurangan dalam pengisian data di formulir, maka satgas 
akan membantu mengisikan tanpa harus menyuruh WP. Dalam waktu 1 hari 
kerja kurang lebih ada 10-20 SPT Tahunan WP Orang Pribadi yang 
dilaporkan kepada satgas KPP Pratama Karanganyar. 
Yang menjadi kendala paling utama pada tahap penelitian adalah 
membuktikan jumlah penghasilan WP Orang Pribadi jenis 1770, yaitu Orang 
Pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta atau pemilik kerja yang tidak 
memiliki slip gaji resmi dari instansi, sehingga satgas harus menghitung 
kembali penghitungan besaran pajak yang harus dibayar dengan rasa percaya 
yang tinggi bahwa penghasilan WP tersebut memang sebesar itu. 
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Berikut prosedur menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 
SE-01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan 
Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan dilakukan oleh satgas KPP 
Pratama Karanganyar terhadap SPT Tahunan yang dikirim melalui pos dan 
dinyatakan tidak lengkap: 
1) Satgas mencetak konsep Surat Permintaan kelengkapan SPT dan 
menyerahkannya kepada Kasi Pelayanan untuk diteliti dan diparaf, 
selanjutnya diserahkan kepada Kepala KPP Pratama Karanganyar untuk 
disetujui dan ditandatangani. (Gambar 12-16) 
2) Satgas mempersiapkan template/format Surat Jawaban Permintaan 
Kelengkapan SPT. (Gambar 17-21) 
3) Satgas menerima Surat Permintaan Kelengkapan SPT yang sudah 
ditandatangani Kepala KPP Pratama Karanganyar. 
4) Satgas menyerahkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT dan 
template/format Surat Jawaban yang sudah ditandatangani olek Kepala 
KPP kepada petugas Subbagian Umum. 
5) Subbagian Umum menerima Surat Permintaan Kelengkapan SPT 
Tahunan dan template Surat Jawaban Permintaan Kelengkapan SPT 
dari satgas. 
6) Subbagian Umum menginput nomor dan tanggal resi pengiriman Surat 
Permintaan Kelengkapan SPT dan template Surat Jawaban Permintaan 
Kelengkapan SPT. 
7) Subbagian Umum mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT 
dan template Surat Jawaban permintaan Kelengkapan SPT kepada WP 
melalui pos KPP. 
8) Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT tidak direspon dalam 
waktu 30 hari atau Surat Permintaan Kelengkapan SPT dan template 
Surat Jawaban Kelengkapan SPT tidak sampai kepada WP, maka satgas 
menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT 
Dianggap Tidak Disampaikan. (Gambar 22) 
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9) Apabila Surat Permintaan Kelengkapan SPT dan template Surat 
Jawaban Kelengkapan SPT tidak sampai kepada WP, maka harus 
dibawa kembali oleh pos dan diserahkan kepada Subbagian Umum 
untuk diinput pada aplikasi dengan keterangan tidak sampai. 
10) Subbagian Umum menyerahkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT 
Tahunan dan template Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan 
SPT Tahunan yang tidak sampai kepada WP tersebut kepada satgas 
untuk dilakukan pemberitahuan bahwa SPT dianggap tidak 
disampaikan. 
11) Satgas mencari tahu data diri terbaru WP yang bersangkutan dan 
menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan 
ke alamat yang terbaru. (Gambar 22) 
 
Dalam praktiknya, tindak lanjut yang dilakukan oleh satgas KPP 
Pratama Karanganyar terhadap SPT Tahunan Pos yang disampaikan tidak 
lengkap mengalami kesulitan yaitu apabila Surat Permintaan Kelengkapan 
SPT dan template Surat Jawaban Kelengkapan SPT tidak sampai kepada WP, 
ini memiliki arti bahwa proses pengolahan SPT menjadi tertunda sehingga 
satgas harus mencaritahu kembali data diri WP yang bersangkutan mengenai 
alamat, nomor telepon, atau tempat WP bekerja untuk mengirim Surat 
Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan. Dalam 1 tahun pajak yaitu 
tahun pajak 2017, sudah ditemukan 931 SPT Tahunan pos yang termasuk 
dalam ketagori tidak lengkap dan SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan 
karena alamat WP yang bersangkutan tidak ditemukan sehingga permintaan 
data dan jawaban tidak sampai kepada WP. 
Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang satgas KPP Pratama 
Karanganyar, Ibu Budi yang mengatakan bahwa: 
“SPT Tahunan yang dikirim pakai pos itu nyebelin kalo 
kelengkapannya kurang dan atau ada yang salah dalam pengisian 
formulir, karena kita harus ngirim surat permintaan dan template 
surat jawaban. Semakin nyebelin kalau surat permintaan dan 
template surat jawaban itu tidak sampai di alamat WP, nyusahin 
sekali pokoknya, kayak gini sering terjadi di bulan Maret dan 
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April, waktu mepet pelaporan gitu. Bikin kita semakin sibuk 
sedangkan pekerjaan kita ga hanya ngurus 1 WP”. 
(Sumber: wawancara, 20 Januari 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: SE-01/PJ/2016
Gambar 11. Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan WP Orang 
Pribadi 1770 
59 
 
 
Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan WP Orang 
Pribadi 1770 S 
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Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan WP Orang 
Pribadi 1770 SS 
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Gambar 14. Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan WP Orang 
Pribadi 1771 
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Sumber: SE-01/PJ/2016
Gambar 15. Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan WP Orang 
Pribadi 1771 $ 
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Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16. Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT 
Tahunan WP Orang Pribadi 1770 
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Sumber: SE-01/PJ/2016 
Gambar 18. Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT 
Tahunan WP Orang Pribadi 1770 S 
Gambar 17. Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT 
Tahunan WP Orang Pribadi 1770 SS 
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Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
 
 
 
 
 
Gambar 19.  Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT 
Tahunan WP Orang Pribadi 1771 
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Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20.  Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT 
Tahunan WP Orang Pribadi 1771 $ 
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Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
Berikut prosedur penanganan Surat Jawaban atas Permintaan 
Kelengkapan SPT Tahunan yang dibalas oleh WP untuk satgas kantor pajak 
menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 
Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat 
Pemberitahuan Tahunan dan dilakukan oleh satgas KPP Pratama 
Karanganyar. 
1) Dalam hal kelengkapan SPT disampaikan secara langsung oleh WP, 
satgas menerima dan meneliti kelengkapan SPT Tahunan di hadapan 
WP dan langsung memberitahukan kepada WP hasil kelengkapan 
dengan diberi Lembar Penelitian Penyampaian yang telah diubah 
menjadi lengkap dan tanda bukti penerimaan SPT dan LPAD. 
Gambar 21. Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan 
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2) Dalam hal kelengkapan SPT dikirimkan WP melalui pos atau jasa kurir, 
petugas subbagian umum yang menerima kelengkapan SPT dan 
meneruskannya kepada satgas. 
3) Satgas menyatukan kelengkapan SPT dengan SPT-nya. 
4) Satgas meneliti kelengkapan SPT Tahunan yang disampaikan oleh WP. 
5) Dalam hal kelengkapan SPT Tahunan yang telah sesuai: membubuhkan 
keterangan SPT Lengkap pada Lembar Penelitian SPT dan mencetak 
Tanda Bukti Penerimaan SPT Tahunan beserta LPAD. 
6) Dalam hal kelengkapan SPT Tahunan yang belum selesai: melakukan 
klarifikasi kepada WP, misalnya dengan menelepon WP, dan lain-lain 
dan mendokumentasikan klarifikasi tersebut dalam Lembar Tindak 
Lanjut Permintaan Kelengkapan sepanjang jawaban kelengkapan 
disampaikan dalam 30 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat 
Permintaan Kelengkapan. (ambar 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: SE-01/PJ/2016 
Gambar 22. Lembar Tindak Lanjut Permintaan Kelengkapan 
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Dalam praktiknya, balasan Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan 
SPT Tahunan dari WP untuk satgas jarang sekali terjadi disampaikan secara 
langsung  oleh WP kepada satgas KPP Pratama Karanganyar, melainkan lebih 
sering dikirim melalui pos. Satgas dapat menerima Surat Jawaban yang 
disampaikan melaui pos rata-rata 1 minggu setelah Surat Permintaan 
Kelengkapan SPT dikirim kepada WP. Menurut hasil laporan tahun pajak 
milik satgas KPP Pratama Karanganyar sudah ada 516 WP Badan dan kurang 
lebih 1202 WP Orang Pribadi yang mengirimkan Surat Jawaban melalui pos. 
Menurut salah seorang satgas KPP Pratama Karanganyar, Ibu Budi 
mengatakan bahwa: 
“WP yang melengkapi kekurangan lampiran menggunakan kirim 
pos adalah biasanya WP orang pribadi yang sedang berada jauh 
dari KPP misal sedang berada di luar kota, sehingga balesnya 
kirim pos. Rata-rata kami bisa menerima balasan 1 minggu 
setelah permintaan”. 
(Sumber: wawancara, 20 Januari 2019) 
 
C. Perekaman SPT Tahunan Oleh Satgas  
Perekaman digunakan untuk menginput pelaporan SPT Tahunan 
dengan hasil akhir berupa Tanda Bukti Penerimaan SPT dan Lembar 
Pengawasan Arus Dokumen. 
Berikut prosedur perekaman SPT Tahunan menurut Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata 
Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan 
dilakukan oleh satgas KPP Pratama Karanganyar. 
 
1. Dalam hal syarat kelengkapan formulir SPT Tahunan telah lengkap dan 
NPWP berstatus Aktif 
SPT Tahunan yang sudah dinyatakan lengkap lampirannya dan 
NPWP berstatus Aktif akan dilakukan sebagai berikut. 
1) Mencetak Lembar Penelitian Penyampaian SPT Tahunan. (Gambar 
9&10) 
2) Mencoret keterangan tidak lengkap. 
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3) Mencetak Tanda Bukti Penerimaan dan diberikan kepada WP. 
(Gambar 24) 
4) Mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan menyatukannya 
dengan SPT. (Gambar 25) 
 
Tanda Bukti Penerimaan diberikan kepada WP, sedangkan LPAD 
disatukan dengan SPT Tahunan yang selanjutnya dibawa masuk oleh 
satgas untuk dilakukan pengolahan lanjutan oleh pelaksana seksi 
pelayanan. 
Dalam praktiknya, satgas KPP Pratama Karanganyar yang sudah 
senior sering tidak menggunakan Lembar Penelitian karena sudah 
terbiasa dan tidak ingin membuang-buang kertas, sehingga mencetak 
Lembar Penelitian hanya pada saat SPT Tahunan terdapati kekurangan 
kelengkapan dan harus diberi catatan. Dalam waktu 1 hari kerja satgas 
dapat merekam SPT Tahunan yang lengkap dan NPWP Aktif sebanyak 
10-30 SPT baik WP Badan maupun Orang Pribadi. Dapat dikatakan 
selama 1 tahun satgas dapat merekam SPT Tahunan dengan NPWP 
berstatus Aktif sebanyak 9.391 yang terdiri dari 7.202 SPT Tahunan 
yang disampaikan secara langsung, dan 2.189 SPT Tahunan yang 
dikirim melalui pos. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang satgas 
SPT Tahunan KPP Pratama Karanganyar Ibu Budi, mengatakan bahwa: 
“Dari laporan satgas tersebut membuktikan bahwa WP 
jaman sekarang sudah cerdas menggunakan perkembangan 
jaman yang juga semakin canggih untuk mencari tahu 
kelengkapan apa saja yang harus dilaporkan dengan 
membuka website DJP atau website lainnya yang serupa”. 
(Sumber: wawancara, 20 Januari 2018) 
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Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
2. Dalam hal syarat kelengkapan formulir dinyatakan lengkap dan NPWP 
berstatus NE (Non Efektif) atau DE (Hapus) 
Status Non Efektif adalah NPWP masih ada di basisdata DJP, 
namun sudah tidak aktif lagi atau tidak dapat digunakan, sehingga WP 
harus mengaktifkannya melalui proses validasi di kantor pajak WP 
terdaftar. Sedangkan status Delete atau hapus adalah NPWP sudah tidak 
Gambar 23. LPAD 
Gambar 24. Tanda Bukti Penerimaan SPT Tahunan 
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ada di basisdata DJP, sehingga WP harus mendaftar lagi dari awal 
dengan NPWP baru di kantor pajak sesuai alamat WP atau registrasi 
online di laman www.pajak.go.id. 
Berikut tindak lanjut bagi SPT Tahunan yang ditemukan NPWP 
berstatus NE atau DE menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
Nomor SE-01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan 
dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan dilakukan oleh 
satgas KPP Pratama Karanganyar. 
Tabel 5. Tindak lanjut NPWP NE dan DE 
No. Keterangan SPT Tahunan Langsung SPT Tahunan Pos 
1. NPWP 
berstatus NE 
(Non Efektif) 
- Mengarahkan WP mendatangi 
kantor untuk melakukan 
Proses Validasi NPWP 
dengan membawa identitas 
diri seperti NPWP, SKT 
(Surat Keterangan Terdaftar) 
dan KTP. 
- Menerbitkan Surat 
Pemberitahuan Status 
Penyampaian SPT Tahunan 
(Gambar 26) 
- Mengirimkannya kepada WP 
sesuai alamat pengirim 
2. NPWP 
berstatus DE 
(Delete/hapus) 
- Mengarahkan WP untuk 
melakukan registrasi online di 
laman www.pajak.go.id atau 
mendatangi KPP yang 
mencakup wilayah tempat 
tingggal WP atau tempat 
tinggal badan didirikan guna 
melakukan 
Pendaftaran/registrasi NPWP 
secara manual dan Validasi 
NPWP  
- Menerbitkan Surat 
Pemberitahuan Status 
Penyampaian SPT Tahunan 
(Gambar 26) 
- Mengirimkannya kepada WP 
sesuai alamat pengirim 
 
Sumber: hasil pengamatan yang diolah 
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Dalam praktiknya, satgas KPP Pratama Karanganyar lebih sering 
menemukan NPWP berstatus NE daripada DE, dibuktikan dalam 
laporan satgas pada akhir tahun pajak 2017, tercatat sudah ada 70.562 
WP (66.523 Orang Pribadi dan 4.039 Badan) yang telah melaporkan 
SPT Tahunannya. Dari data tersebut, sebanyak 19.632 NPWP berstatus 
Aktif, 27.126 NPWP berstatus Non Efektif dan 23.804 NPWP berstatus 
Delete. Dapat disimpulkan bahwa satgas KPP Pratama Karanganyar 
memang paling sering merekam SPT Tahunan dengan NPWP status NE 
(Non Efketif). 
Berikut format Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT 
Tahunan yang dikirim oleh satgas KPP Pratama Karanganyar kepada 
WP yang berstatus NE atau DE melalui pos KPP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
Gambar 25. Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT 
Tahunan 
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Keterangan: 
1. Nomor Bukti Penerimaan Pos 
2. Diisi dengan tanggal bukti pengiriman SPT Tahunan 
3. Alasan: Berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi 
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa atas NPWP Saudara 
diketahui berstatus NE dan/atau DE. Oleh karena itu, dimohon 
kepada Saudara agar dapat melakukan pendaftaran NPWP dan/atau 
proses validasi NPWP di KPP sesuai tempat tinggal, tempat 
kedudukan atau tempat kegiatan usaha Saudara atau melakukan 
registrasi online di laman www.pajak.go.id. 
 
3. Dalam hal terdapati keterangan yang menyatakan bahwa SPT sudah 
pernah disampaikan 
 
 
Sumber: hasil pengamatan yang diolah 
 
Jadi dalam hal SPT Tahunan pos yang dinyatakan bermasalah atau 
tidak lengkap seperti: lampiran tidak lengkap; NPWP status NE atau 
DE; dan/atau sudah pernah disampaikan. Maka: 
- SPT Tahunan; 
- Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan; 
- Template Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT 
Tahunan; dan/atau 
SPT Tahunan Langsung SPT Tahunan Pos 
- Memberitahukan kepada WP bahwa 
SPT Tahunan sudah pernah 
dilaporkan 
- Memusnahkan berkas dokumen 
yang dibawa WP 
- Menerbitkan Surat Pemberitahuan 
Status Penyampaian SPT Tahunan 
(Gambar 26) 
- Mengirimkannya kepada WP sesuai 
alamat pengirim 
Tabel 6. Tindak lanjut SPT Tahunan yang sudah pernah disampaikan 
75 
 
 
- Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT Tahunan, 
Harus dikirimkan kepada WP sesuai alamat pengirim yang tertera 
pada amplop SPT Tahunan yang dikirim melalui pos. 
 
Hambatan dan masalah yang timbul pada proses perekaman yang 
dilakukan oleh satgas KPP Pratama Karanganyar adalah sebagai 
berikut: 
- Pada saat perekeman jaringan internet kurang lancar yang 
dikarenakan banyaknya aktivitas pekerjaan yang menggunakan 
jaringan internet sehingga loading pada sistem menjadi lambat, 
atau web DJP down, yang mengakibatkan tidak dapat melakukan 
perekaman dengan cepat. Hal tersebut membuat antrean menjadi 
semakin lama dan WP menjadi mengeluh. 
- Dalam hal SPT Tahunan Pos, sering terjadi alamat pengirim di 
amplop pos tidak ditemukan, hal ini mengharuskan satgas harus 
menelusuri semua histori SPT tersebut dan data diri WP yang 
bersangkutan. Hal ini dikemukakan oleh salah satu petugas SPT 
Tahunan, Ibu Budi, mengatakan bahwa: 
“Seringkali ditemukan SPT Tahunan Pos yang tidak 
lengkap dan setelah dikirim kembali ke alamat yang 
tertera pada amplop, alamat tidak ditemukan atau nihil, 
akibatnya SPT harus kembali ke KPP dan ini salah satu 
beban satgas dalam menjalankan pekerjaan karena kan 
satgas jadi harus mencari tahu dan menelusuri kembali 
data WP yang bersangkutan”. 
(Sumber: wawancara 8 Januari 2019) 
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D. Pengolahan Lanjutan oleh Pelaksana Seksi Pelayanan 
SPT Tahunan yang disampaikan oleh WP baik secara langsung maupun 
melalui pos yang telah diterima, diteliti dan direkam oleh satgas di front 
office, diserahkan kepada pelaksana seksi pelayanan untuk dilakukan 
pengolahan lanjutan. Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
Nomor SE-01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan 
Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan prosedur pengolahan lanjutan yang 
dilakukan oleh satgas KPP Pratama Karanganyar adalah sebagai berikut. 
 
1. SPT Tahunan disortir berdasarkan NPWP dan Jenis WP 
SPT Tahunan disortir berdasarkan jenis WP yaitu WP Orang 
Pribadi dan WP Badan. Selanjutnya masing-masing jenis WP disortir 
lagi berdasarkan NPWP angka terkecil paling atas. Hal ini dikarenakan 
pada pembuatan register harian disengaja urut berdasarkan NPWP agar 
mempermudah mencari data WP. 
Dalam praktiknya, pelaksana seksi pelayanan akan menyortir SPT 
di akhir jam tutup kerja yaitu jam 16.00, pelaksana memiliki waktu 
kurang lebih 1 jam sampai dengan jam 17.00 untuk melakukan 
penyortiran ini. Karena dalam 1 hari kerja satgas dapat menerima 10-30 
SPT Tahunan, maka penyortiran yang dilakukan oleh pelaksana pun 
juga 10-30 SPT, sehingga seringkali penyortiran dapat dilakukan oleh 
satu pelaksana dengan kurun waktu 10-15 menit saja. Pada saat bulan 
Maret dan April yaitu bulan batas waktu pelaporan SPT Tahunan, maka 
satgas dapat menerima lebih dari 30 bahkan 50 SPT setiap harinya, 
maka agar penyortiran lebih cepat selesai, dilakukan oleh 2 atau 3 
pelaksana seksi pelayanan. 
 
2. SPT Tahunan dibuatkan Register Harian 
Mencetak Register Harian SPT Tahunan dilakukan untuk 
menghitung hasil rekapan harian pelaporan SPT Tahunan. Berikut 
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format Register Harian SPT Tahunan yang digunakan oleh KPP 
Pratama Karanganyar. 
Dalam praktiknya, register harian setiap hari dibuat setelah selesai 
melakukan perekaman. Hal ini disampaikan oleh salah seorang 
pelaksana Seksi Pelayanan, Mbak Ovi yang mengatakan bahwa: 
“Pembuatan register digunakan sebagai laporan atas pelaporan 
SPT Tahunan setiap harinya. Misal hari ini cuma ada satu SPT 
Tahunan ya tidak apa-apa harus tetap dibuatkan register harian 
dan harus diserahkan kepada seksi lain misal ke PDI dan 
Waskon”. 
(Sumber: wawancara, 8 Januari 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: SE-01/PJ/2016 
 
3. SPT Tahunan diserahkan kepada Seksi PDI dan UPDDP 
SPT yang diberikan kepada Seksi PDI adalah jenis SPT yang dapat 
diolah di KPP Pratama Karanganyar sesuai arsip tata cara sistem 
pengarsipan KPP Pratama Karanganyar, yaitu direkam di aplikasi 
Gambar 26. Register Harian SPT Tahunan 
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basisdata arsip dan disimpan di box arsip ruang seksi pelayanan. 
Sedangkan SPT yang diberikan kepada petugas pengemas untuk dikirim 
ke UPDDP (Unit Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan) adalah jenis 
SPT yang bermitra dengan UPDDP. UPDDP atau Unit Pengolah Data 
dan Dokumen Perpajakan adalah unit pelaksana teknis yang 
melaksanakan fungsi pengolahan data dan dokumen perpajakan, 
meliputi Pusat Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) serta 
Kantor Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) yang 
berlokasi di Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah 
II. 
Petugas pengemas SPT Tahunan menyerahkan berkas SPT kepada 
UPDDP untuk diolah sesuai dengan Tata Cara Pengemasan SPT 
Tahunan di UPDDP. 
Pengemasan SPT Tahunan yang dikirim ke UPDDP Kanwil 
Manahan dilakukan oleh petugas pengemas SPT KPP Pratama 
Karanganyar setiap hari (bila ada SPT Tahunan yang berimtra dengan 
UPDPP) dan dikirim pada keesokan harinya atau setiap hari jumat 
dengan pemberitahuan sebelumnya ke UPDDP Kanwil Manahan. Hal 
ini dikarenakan agar kegiatan pengolahan SPT berjalan efektif dan 
efisien sesuai dengan prosedur.  
Dalam praktiknya, petugas pengemas KPP Pratama Karanganyar 
melakukan pengiriman ke UPDDP setiap hari jumat dengan seizing dan 
perintah dari Kepala Seksi Pelayanan dikarenakan hal tersebut lebih 
efektif dibanding dikirim setiap hari. Selain itu petugas pengemas SPT 
juga mengalami hambatan mengenai ruangan, yaitu di ruang arsip seksi 
pelayanan KPP Pratama Karanganyar sangat penuh dan membuat 
petugas pengemas sulit bekerja, karena perlengkapan untuk mengemas 
berukuran besar dan membutuhkan space (ruangan) yang luas untuk 
melakukan pengemasan dan pengepakan. Hal tersebut mengakibatkan 
petugas pengemas harus melakukan pengemasan di luar ruangan, yaitu 
di tempat parkir dan atau dekat mushola KPP Pratama Karanganyar. 
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Pengemasan menggunakan boox arsip berukuran kurang lebih 
20x30x40 cm, dan diberi keterangan jenis SPT, jenis WP, dan tanggal 
pelaporan SPT di bagian sisi box. Selanjutnya diangkut menggunakan 
mobil KPP menuju UPDDP Kanwil Manahan pada pukul 16.30 
maksimal 17.00 WIB. Apabila jumlah berkas banyak terutama di bulan 
Maret dan April, pengemasan dapat dilakukan oleh 2-3 orang petugas 
pengemas bahkan dapat dikatakan setiap hari jumat petugas pengemas 
selalu melembur mengemas SPT. 
Hal tesebut diperjelas oleh Bapak Basuki, salah seorang petugas 
pengemas KPP Pratama Karanganyar sebagai berikut. 
“Hambatan kami adalah saat melakukan pengemasan di 
ruang arsip yang sempit, dalam keadaan tidak hujan tidak 
menjadi masalah apabila harus mengemas di luar, namun 
kalau sudah memasuki musim hujan, mengharuskan 
mengemas di dalam ruangan. Belum nanti kalau bulan Maret 
dan April pasti selalu penuh dan selalu lembur di hari jumat 
agar dapat dilakukan pengiriman langsung ke Kanwil”. 
(Sumber: wawancara, 8 Januari 2018) 
 
E. Pengarsipan oleh Petugas Arsip Seksi Pelayanan 
SPT Tahunan yang telah selesai diolah seksi PDI, akan dikembalikan ke 
seksi pelayanan untuk proses pengarsipan. Berikut prosedur pengarsipan SPT 
Tahunan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan 
Surat Pemberitahuan Tahunan dan dilakukan oleh satgas KPP Pratama 
Karanganyar adalah sebagai berikut. 
 
1. SPT Tahunan direkam di basisdata arsip seksi pelayanan 
Perekaman digunakan untuk menyimpan histori SPT serta untuk 
menentukan lokasi box pada ruang arsip. Untuk WP baru, belum ada 
informasi histori dan lokasi arsip, maka harus dibuatkan lokasi arsip 
terlebih dahulu. Sedangkan untuk WP lama, akan otomatis ada 
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informasi histori dan lokasi arsip, maka SPT Tahunan selanjutnya 
mengikuti lokasi sebelumnya. 
SPT Tahunan yang telah menemukan lokasi box, diberi tulisan 
menggunakan bolpoin di pojok kanan atas angka box. Pada tahap inilah 
petugas diharamkan melakukan kesalahan menulis, karena akan sangat 
fatal apabila angka yang ditulis salah atau berbeda dari basisdata dan 
mempengaruhi pencarian arsip apabila suatu saat diperlukan. 
Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sumarno selaku kepala ruang arsip 
seksi pelayanan sebagai berikut. 
“Pada proses perekaman harus sangat berhati-hati dan tidak 
boleh terburu-buru. Perekaman adalah tahap paling santai dan 
harus santai dilakukan tapi tidak boleh sembarangan. Hal ini 
dikarenakan agar perekaman berjalan dengan baik dan benar 
tidak terjadi kekeliruan dalam penginputan data dan 
penulisan lokasi box di SPT”. 
(Sumber: wawancara, 8 Januri 2019) 
 
Petugas arsip seksi pelayanan KPP Pratama Karanganyar memiliki 
target dapat menyelesaikan perekaman SPT Tahunan minimal sejumlah 
SPT Tahunan yang diterima dan diolah pada hari yang sama. Oleh 
sebab itu petugas arsip tidak akan mengalami pembekakan tugas 
perekaman di akhir minggu atau akhir bulan. 
 
2. SPT Tahunan disortir berdasarkan lokasi box arsip 
Yaitu SPT yang sudah direkam diberi keterangan lokasi box di 
pojok kanan atas disortir berdasarkan nomor box-nya. Tahap ini 
bertujuan untuk mempermudah dalam penempatan arsip ke dalam box 
arsip dapat dilakukan seccara urut. 
Penyortiran dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan arsip 
menyesuaikan kondisi ruangan. Apabila saat ruangan penuh dengan 
dokumen penting, atau tumpukan arsip yang segera dibutuhkan untuk 
direkam, maka kegiatan penyortiran dilakukan oleh petugas arsip SPT 
di luar ruang arsip karena jumlah arsip yang banyak membutuhkan 
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waktu yang banyak pula untuk menyortirnya. Setelah semua arsip telah 
disortir akan diangkut masuk ke ruang arsip menggunakan trolly 
pengangkut arsip untuk diarsip. 
Dalam praktiknya, petugas arsip seksi pelayanan KPP Pratama 
Karanganyar mampu menyortir dengan cepat karena sudah terbiasa dan 
sudah mahir dalam menyortir. Dalam 1 kali penyortiran petugas arsip 
hanya memakan waktu 5-10 menit saja untuk menyortir puluhan SPT 
dan bahkan SPT Tahunan yang tercampur dengan SPT jenis lain.  
 
3. SPT Tahunan ditempatkan pada box di ruang arsip 
Ruang arsip berukuran kurang lebih 8x12 meter dengan tinggi 4.5 
meter. Ruang arsip diisi dengan 12 rak yang berdiri dan rak menempel 
mengelilingi ruangan. Dengan ukuran ruangan tersebut, seksi pelayanan 
mampu menyimpan arsip dari tahun 2009 sampai sekarang dan belum 
pernah dilakukan pemusnahan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Sumarno 
selaku kepala ruang arsip seksi pelayanan yang mengatakan bahwa: 
“Ruang arsip sudah sangat penuh. Sudah hampir 10 tahun arsip 
di ruangan ini belum disimpan. Rencananya akan diadakan 
pemusnahan apabila semua arsip telah direkam dan dikirim ke 
Kanwil untuk pengarsipan elektronik”. 
(Sumber: wawancara, 8 Januari 2019) 
 
Penempatan arsip berdasarkan nomor box, yaitu yang terdiri dari 4 
digit angka dengan keterangan sebagai berikut. 
 
 
Baris : nomor lemari (terdapat 6 lemari besi) 
Sisi : sisi lemari (sisi 1 dan sisi 2) 
Rak : tiap lemari memiliki 6 rak 
Lantai : setiap rak memiliki 7 lantai/kardus arsip  
Contoh:  
BARIS SISI RAK LANTAI 
2 1 3 7 
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Artinya:  
Arsip SPT Tahunan WP x berlokasi di lemari kedua, sisi kiri atau 
sisi satu, rak nomor 6 dari bawah dan kardus nomor 7. 
Kegiatan peletakan arsip pada box arsip di ruang arsip adalah 
kegiatan paling membosankan, sangat membutuhkan waktu yang lama 
dan tenaga yang banyak karena lokasi box mencapai tinggi 4 meter dan 
jumlah box yang arsip sangat banyak. 
Hal ini dikemukakan oleh Bapak Sumarno selaku kepala ruang 
arsip sebagai berikut. 
“Pernah suatu ketika ada satgas yang membutuhkan data WP 
x tahun lalu, saya harus menggerakkan 2 petugas arsip untuk 
mencarikan arsip tersebut karena lokasi arsip menunnjukkan 
box rak ke-enam, dimana rak ke-enam terletak paling atas 
yang tingginya kurang lebih mencapai 3 meter. Jadi petugas 
satu yang naik tangga untuk mengambil box lalu dilanturkan 
kepada petugas kedua untuk dicarikan arsipnya”. 
(Sumber: wawancara, 8 Januari 2019) 
 
Pada prosedur pengolahan SPT Tahunan di seksi pelayanan terdapat 
monitoring secara langsung dari Kepala Seksi Pelayanan. Monitoring ini 
berbentuk Surat Keterangan yang berisikan keterangan bahwa petugas yang 
bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya dan siap melaporkan kepada petugas 
selanjutnya untuk ditindaklanjuti dengan ditanda tangani oleh Kasi Pelayanan. 
Seusai satgas melakukan penerimaan, penelitian dan perekaman di front office, 
satgas membuat Surat Keterangan selesai bertugas dan diserahkan kepada Kasi 
untuk diteliti, selanjutnya SPT Tahunan beserta semua lampiran di serahkan 
kepada pelaksana di back office untuk dilakukan tahap pengolahan lanjutan. 
Seusai melakukan pengolahan lanjutan di back office, pelaksana selanjutnya juga 
membuat Surat Keterangan selesai bertugas dan diserahkan kepada Kasi untuk 
diteliti dan ditanda tangani. Selanjutnya pelaksana menyerahkan semua berkas 
SPT Tahunan kepada petugas arsip untuk dilakukan pengarsipan. Seusai petugas 
arsip melakukan tugasnya juga diharuskan membuat Surat Keterangan selesai 
bertugas dan diserahkan kepada Kasi untuk diteliti dan ditandatangani. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
Prosedur Pengolahan SPT Tahunan di Seksi Pelayanan KPP Pratama 
Karanganyar telah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
Nomor SE-01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan 
Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
 
1. Penerimaan SPT Tahunan oleh satgas dan subbagian umum, yaitu SPT 
Tahunan yang disampaikan secara langsung oleh WP diterima oleh 
satgas di front office sedangkan SPT Tahunan yang disampaikan 
melalui pos atau jasa kurir diterima oleh subbagian umum setelah itu 
diolah oleh satgas front office. Pada tahap ini, penerimaan SPT 
Tahunan baik langsung maupun melalui pos di seksi pelayanan KPP 
Pratama Karanganyar telah berjalan lancar dan telah sesuai dengan 
peraturan DJP, yaitu SE-01/PJ/2016. 
 
2. Penelitian SPT Tahunan oleh satgas, yaitu meneliti syarat kelengkapan 
formulir SPT Tahunan menggunakan Lembar Penelitian Penyampaian 
SPT Tahunan dan menindaklanjuti SPT Tahunan yang tidak lengkap. 
Kegiatan penelitian ini membutuhkan waktu 1-2 menit meneliti 
formulir SPT Tahunan WP Orang Pribadi, sedangkan terhadap SPT 
Tahunan WP Badan, satgas memerlukan waktu 5-10 menit. Penelitian 
mengenai penghasilan gaji adalah salah satu kesulitan bagi satgas 
karena harus memberi kepercayaan penuh terhadap WP non PNS yang 
memberikan keterangan penghasilannya. Namun secara umum tahap 
penelitian dilakukan sesuai dengan peraturan DJP, yaitu SE-01/PJ/2016. 
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3. Perekaman SPT Tahunan oleh satgas, untuk pencetakan Tanda Bukti 
Penerimaan SPT dan LPAD. Tanda Bukti diberikan kepada WP, 
sedangkan LPAD diarsip bersama SPT. Pada tahap perekaman terdapat 
sedikit kendala yang terjadi di bulan akhir tahun pelaporan SPT yaitu 
bulan Maret dan April, kendala jaringan internet kurang lancar, hal ini 
disebabkan banyaknya WP yang melapor ke KPP Pratama Karanganyar 
yang membuat hampir seluruh pegawai menggunakan koneksi internet, 
sehingga mengakibatkan loading pada sistem menjadi lambat, atau web 
DJP down, dan satgas tidak dapat melakukan perekaman dengan cepat 
serta membuat antrean menjadi semakin panjang. Secara keseluruhan, 
kegiatan perekaman oleh satgas KPP Pratama Karanganyar berjalan 
lancar dan telah sesuai dengan peraturan DJP, yaitu SE-01/PJ/2016. 
 
4. Pengolahan lanjutan SPT Tahunan oleh pelaksana seksi pelayanan, 
yaitu kegiatan penyortiran SPT Tahunan berdasarkan jenis WP dan 
NPWP .membuatkan register harian, dan menyerahkan SPT kepada 
seksi PDI dan UPDDP yang dilakukan oleh pelaksana seksi pelayanan 
yang berada di back office. Secara keseluruhan, kegiatan pengolahan 
lanjutan oleh pelaksana seksi pelayanan  KPP Pratama Karanganyar 
berjalan lancar dan telah sesuai dengan peraturan DJP, yaitu SE-
01/PJ/2016. 
 
5. Pengarsipan SPT Tahunan oleh petugas arsip seksi pelayanan, yaitu 
perekaman SPT di basisdata arsip seksi pelayanan, penyortiran lokasi 
box, dan penempatan arsip SPT pada box arsip di ruang arsip. Secara 
keseluruhan kegiatan pengarsipan oleh petugas arsip seksi pelayanan 
KPP Pratama Karanganyar berjalan lancar dan telah sesuai dengan 
peraturan DJP, yaitu SE-01/PJ/2016. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil pengamatan di Seksi Pelayanan KPP Pratama 
Karanganyar mengenai Prosedur Pengolahan SPT Tahunan di Seksi 
Pelayanan, penulis tidak menemukan kendala yang berarti, namun apabila 
diizinkan, penulis ingin memberikan sedikit saran yang yang diharapkan 
dapat memberikan masukan bagi Seksi Pelayanan KPP Pratama Karanganyar 
dalam meningkatkan pengolahan SPT Tahunan. 
Adapun sedikit saran dari penulis yaitu sebaiknya koneksi internet di 
seksi pelayanan khususnya bagian front office diberi tambahan koneksi 
internet, semacam router tambahan, atau modem jaringan internet khusus 
untuk satgas SPT Tahunan, sehingga pada bulan-bulan akhir tahun pelaporan 
SPT yaitu Maret dan April, pekerjaan satgas dapat berjalan dengan baik dan 
semakin lancar dengan adanya tambahan koneksi internet tambahan tersebut. 
Hal tersebut penulis sarankan berdasarkan pengematan penulis yang 
pernah melihat adanya pemasangan router khusus pada seksi PDI di lantai 2. 
Pemasangan router khusus seksi PDI tersebut dikarenakan seksi PDI 
membutuhkan koneksi internet cepat untuk dapat menginput data di website 
DJP Pusat, oleh sebeb itu penulis yakin bahwa pemasangan router khusus 
atau pemberian modem khusus untuk satgas SPT Tahunan pun akan diberikan 
atas seizin kepala seksi dan kepala kantor . 
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